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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang. 

Partai politik imerupakan ipilar penting dalam sistem idemokrasi, meskipun 

partai politik tersebut korup, tidak profesional dan tidak modern, bahkan kadernya 

banyak yang dipenjarakan karena melakukan tindakan korupsi. Partai politik 

mendapatkan mandat dari konstitusi untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi 

politik, serta mengikuti konstestasi pemilu. Oleh karena itu partai politik selalu 

tetap ada dalam sebuah sistem demokrasi, dan jika partai politik dilemahkan atau 

ditiadakan, demokrasi akan menjadi lemah, dan melahirkan kembali kekuatan 

otoritarian.  

Pemerintah memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik setelah 

reformasi 1998, dan pemilu tahun 1999 diikuti oleh berbagai partai politik dari 

beragam aliran. Kebijakan multipartai terus berlangsung hingga pemilu 2019, 

meskipun masih belum memperlihatkan proses pelembagaan (institusionalisasi) 

partai politik sebagai partai modern, dengan sistem yang sudah mapan, dan 

bukan bergantung kepada figur personal. Partai politik seharusnya mampu 

melakukan demokratisasi di internalnya, agar terbentuk proses kaderisasi dalam 

regenerasi secara lebih berjenjang (sistem meritokrasi).  

Menurut Ramlan Surbakti (2003), lemahnya pelembagaan partai politik di 

Indonesia karena beberapa hal, diantaranya; (1) rendahnya derajat sistem 

kepartaian, dan figur ketua partai masih sangat dominan daripada kedaulatan 

anggota; (2) ketidakmandirian dalam pendanaan partai, yaitu partai ipolitik tidak 

memiliki isumber ipendanaan mandiri, sehingga lebih banyak tergantung pada 

pihak sponsor (bantuan pengusaha, konglomerat, dan lainnya);  dan (3) partai 

politik tidak memiliki mekanisme dalam penyelesaian konflik, sehingga 

menimbulkan friksi dan perpecahan partai1. Sejalan dengan Ramlan Surbakti, 

Vicky Randal (2002) menambahkan tentang identitas partai politk dan 

pengetahuan publik. Identitas partai politik adalah platform ideologi yang 

diperjuangkan dan basis sosial pendukungnya. Masyarakat memilih partai 

                                                 
1 Ramlan Surbakti. Tingkat Pelembagaan Partai Politik di Indonesia. Kompas, 6 Januari 2003 
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tersebut karena ada kesamaan dan kecocokan nilai ideologi yang diperjuangkan 

dan mengidentifikasinya sebagai pendukung setia partai tersebut. Pengetahuan 

publik tentang partai politik mencakup tingkat atau derajat pengetahuan 

masyarakat tentang partai, sehingga dapat mendefinisikan dan menggambarkan 

partai politik tersebut dari aspek ideologi, prinsip dan nilai yang diperjuangkannya. 

Masyarakat dapat memahami alasan sebuah partai politik melakuan tindakan 

tidak berdasarkan visi, misi, platform dan garis ideologinya. 2 

Mencermati definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pelembagaan partai 

politik masih belum terwujud dalam sistem kepartaian di Indonesia. Secara sistem 

kepartaian, masih belum ada partai politik yang memiliki sistem kepartaian yang 

kuat, kecuali PKS dan Golkar. Partai yang lain masih terpaku pada faktor figur 

ketua atau icon tokoh pendirinya. Sebagai contoh, PDIP identik dengan Megawati, 

Demokrat milik SBY, Hanura melekat sosok Wiranto, Gerindra dengan figur 

kuatnya Prabowo Subianto, Nasdem melekat sosok Surya Paloh, dan PAN 

dengan tokohnya Amien Rais.  

Ideologi Partai sulit dibedakan antara Golkar, Nasdem, Hanura dan Gerindra, 

sedangkan dari kelompok Islam, antara PBB, PKS dan PAN, PPP dan PKB 

mengalami kesamaan garis ideologinya. Partai yang dianggap memiliki garis 

ideologi jelas adalah PDIP dengan ideologinya Sukarnoisme, yaitu ( pemikiran dan 

ideologi partai yang dilekatkan kepada pemikiran Soekarno, presiden pertama RI 

yang juga ayah dari Megawati Sukarnoputri (Ketua Umum PDIP), sedangkan 

partai Demokrat mencoba memposisikan  di tengah (nasionalisme religious) 

walaupun dalam prakteknya juga tidak jelas arah dan garis politiknya.  

Dari aspek mekanisme penyelesaian konflik, beberapa partai politik yang ada 

sekarang awalnya terbentuk dari konflik dan perpecahan partai lama, seperti 

Golkar pecah menjadi Nasdem, Gerindra, Hanura. PDIP sempat pecah dengan 

PPDI (Partai Penegak Demorkasi Indonesia), Partai Nasional Bung Karno 

(PNBK), dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDP). Partai Nasdem yang kemudian 

pecah dengan berdirinya Partai Perindo. Partai Demokrat yang kemudian pecah 

dengan penggulingan Anas Urbaningrum dari kursi ketua umumnya. PKS konflik 

                                                 
2 Vicky Randal. 2002. Intitusionalisation Party In New Democraciess. Journal Party Politics, Vol. 8 
No.1 page 73 
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internal melahirkan Partai Gelora dan Partai Amanah Nasional (PAN) pecah 

melahirkan Partai Ummat dengan figurnya yang sama yaitu Amien Rais. 

Pelembagaan partai politik juga bermasalah dari sisi kemandirian pendanaan 

parpol, karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri. Operasional parpol tidak 

cukup dibiayai dari iuran anggota, sedangkan bantuan pendanaan partai politik 

dari negara masih belum mencukupi kebutuhan operasional partai. Disisi lain, 

mahalnya biaya politik (high cost) membuat Parpol melakukan pencarian sumber 

dana diluar sumber resmi pendanaan parpol, yaitu bantuan pemerintah, iuran 

anggota dan sumbangan pihak luar. Pencarian dana ini yang kemudian secara 

tidak langsung beririsan dengan perilaku korupsi kader-kader parpol di legislatif 

maupun eksekutif. Fenomena tersebut menyatakan bahwa beberapa kader parpol 

yang menjadi kepala daerah maupun menteri banyak yang terllibat kasus korupsi.  

Berdasarkan data KPK bahwa sejak KPK berdiri telah menangkap dan 

menahan 429 kepala daerah dari 514 Kabupaten/Kota. Dari 155 kepala daerah, 

ada 27 Gubernur atau wakil gubernur yang terjerat kasus Korupsi. Selain itu, 

anggota DPR/DPRD yang ditangkap KPK sejak 2004 sampai 2020 sebanyak 274 

orang, dan13 menteri dari parpol yang ditangkap KPK terlibat dalam berbagai 

kasus korupsi, seperti korupsi Bansos, korupsi ekspor komoditas kelautan dan 

perikanan, dan lainnya.  

Berbagai macam kasus korupsi yang dilakukan anggota Parpol di parlemen 

maupun eksekutif disebabkan karena sistem politik Indonesia masih sangat 

mahal, semua serba transaksional ekonomis. Seseorang yang akan mencalonkan 

diri sebagai caleg atau calon kepala daerah, harus mengeluarkan biaya yang 

sangat besar untuk biaya politik, baik untuk biaya mendapatkan persetujuan atau 

rekomendasi parpol, maupun biaya operasional kampanye seperti biaya para 

relawan, tim sukses, pembelian alat peraga, kegiatan kampanye, politik uang yang 

dikemas dalam bentuk sumbangan, biaya saksi dan lainnya. Disisi lain 

penghasilan sebagai anggota dewan atau kepala daerah, secara normal jauh lebih 

kecil dari biaya yang harus dikeluarkan saat pencalonan. Kondisi inilah yang 

membuat anggota dewan dan kepala daerah terpilih harus “berkreasi” mencari 

sumber pemasukan tidak resmi dalam rangka balik modal biaya politik, 

selanjutnya mencari biaya modal untuk pertarungan pemilu berikutnya.  



4 
 

Dalam pelembagaan parpol, dipersyaratkan adanya keterwakilan 30% kaum 

perempuan, baik di parlemen maupun di kepengurusan partai politik3. Oleh karena 

itu, dalam proses pencalonan anggota legislatif, setiap parpol diwajibkan 

mencantumkan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) dengan 

tujuan mendorong kesetaraan gender dalam politik, dan meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam aktifitas politik. Fakta pelaksanaan kebijakan afirmatif ini masih 

jauh dari idealitas yang diharapkan. Berdasarkan data dari IPU (Intern 

Parliamentery Union) tahun 2015, Indonesia menempati ranking ke-6 di ASEAN, 

dan nomor 86 dari 189 negara Negara di dunia. Berdasarkan hasil kajian 

Perludem bahwa posisi Indonesia dalam keterwakilan perempuan di parlemen 

baru mencapai 20,5% masih dibawah Filipina dan Timor Leste4.  

Sejalan dengan pelembagaan partai politik yang masih belum baik, kondisi 

perkembangan idemokrasi di Indonesia iselama ilima tahun terakhir juga 

mengalami penurunan. Hai ini dapat dibuktikan dari hasil indeks idemokrasi yang 

dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), yaitu terjadi penurunan sebesar 6,39 

point pada tahun 2017 -2018 dibandingkan 2016 yang hanya turun 0.58 poin5. 

Demikian juga dengan ihasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi 

Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada 3 

variabel IDI, yaitu variabel kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan 

demokrasi. Data pada rentang tahun 2018-2020 menyatakan bahwa variabel hak-

hak politik dan kelembagaan demokrasi rentang tahun 2019-2020 mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2018, sedangkan kebebasan sipil mengalami 

penurunan selama tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2020 sebesar 2,2 point.6 

Mencermati hal-hal di atas, penulisan taskap ini mengkaji persoalan 

pelembagaan partai politik di Indonesia guna memperkuat konsolidasi Demokrasi. 

Clinton Rossiter (1960) mengatakan bahwa Tidak iada Demokrasi iTanpa Politik, 

                                                 
3 Pasal 2 UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mensyaratkan bahwa syarat pendirian parpol 
harus menyertakan keterwakilan 30% kaum perempuan 
4 https://nasional.sindonews.com/read/349666/12/soal-perempuan-di-parlemen-indonesia-di-
bawah-filipina-dan-timor-leste-1614510167 di unduh 31 Agustus 2022 
5 https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-
dalam-14-tahun-terakhir di unduh 30 Agustus 2022 
6 https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/599/sdgs_10/1 di unduh 10 Juli 
2022 

https://nasional.sindonews.com/read/349666/12/soal-perempuan-di-parlemen-indonesia-di-bawah-filipina-dan-timor-leste-1614510167
https://nasional.sindonews.com/read/349666/12/soal-perempuan-di-parlemen-indonesia-di-bawah-filipina-dan-timor-leste-1614510167
https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir
https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/599/sdgs_10/1
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dan Tidak iada Politik itanpa Partai Politik7. Dengan kata lain membahas 

persoalan konsolidasi demokrasi tanpa menyelesaikan akar masalahnya, yaitu 

pelembagaan partai politik adalah sesuatu yang mustahil. Dengan pelembagaan 

partai politik yang baik, proses konsolidasi demokrasi akan mampu dituntaskan 

dengan hasil yang berkualitas.  

 
2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkan rumusan masalah dalam penulisan 

taskap ini adalah  masih belum optimalnya pelembagaan partai politik 

(Institusionalisasi Partai Politik), sehingga melemahkan proses konsolidasi 

demokrasi. Demokrasi yang tidak terkonsolidasi dengan baik, tidak akan 

menghasilkan demokrasi yang berkualitas, tetapi demokrasi sebagai prosedural 

formal atau demokrasi yang semu (Pseudo Democracy). Berdasarkan rumusan 

masalah di atas,maka pertanyaan kajian utama dalam penulisan taskap ini adalah 

bagaimana optimalisasi pelembagaan partai politik guna memperkuat konsolidasi 

demokrasi dengan rincian pertanyaan kajian sebagai berikut:  

a. Bagaimana membangun sistem kepartaian yang kuat agar partai politik 

tidak terjebak pada figuritas elite partai?  

b. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik partai politik agar tidak 

menghasilkan perpecahan dan konflik internal partai?  

c. Bagaimana membangun platform ideologi partai politik yang jelas 

sebagai basis nilai perjuangan yang didukung oleh rakyat?  

d. Bagaimana mewujudkan otonomi atau kemandirian pendanaan partai 

politik tanpa ada ketergantungan dengan pihak luar?  

 

3. Maksud dan Tujuan. 

a. Maksud. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan 

gambaran, analisa dan rekomendasi tentang pentingnya pelembagaan 

partai politik dalam penyelesaian konflik atau perselisihan, membangun 

sistem kepartaian, merumuskan platform ideologi partai, dan 

kemandirian pendanaan partai. 

                                                 
7 Clinton Rossiter, 1960. Party Politics in America. Ithaca Cornell University 
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b. Tujuan. Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran peserta kepada pemangku kepentingan dalam pelembagaan 

partai politik sebagai partai yang modern guna memperluat proses 

konsolidasi demokrasi.  

 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika. 

a. Ruang Lingkup. Penulisan Taskap ini dibatasi pada masalah 

pelembagaan partai politik dan penguatan konsolidasi demokrasi. 

 
b. Sistematika. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka 

sistematika penyusunan Taskap ini disusun dengan tata urut sebagai 

berikut:  

 

1) Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal 

penulisan dan memuat tentang latar belakang yang berisikan fakta-

fakta yang berkaitan dengan pelembagaan partai politik saat ini sebagai 

partai yang modern dalam melakukan artikulasi politiknya, maksud dan 

tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan Taskap ini serta beberapa pengertian 

untuk memperjelas istilah yang dianggap penting dalam tulisan. 

 

2) Bab II Landasan Pemikiran. Dalam Bab II diuraikan tentang 

Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional,  serta 

beberapa kerangka teoritis dan tinjauan pustaka yang relevan yang 

dijadikan sebagai bahan rujukan terkait pelembagaan partai politik guna 

memperkuat konsolidasi demokrasi, kemudian terdapat analisis 

berbagai pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang bersifat 

global, regional dan nasional yang didalamnya terdapat berbagai 

peluang dan kendala yang dihadapkan pada pelembagaan partai politik 

saat ini, sehingga berdampak pada menguatnya konsolidasi demokrasi. 
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3) Bab III Pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai 

pelembagaan partai politik yang mampu memperkuat konsolidasi, dan 

pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian yang di analisis 

berdasarkan data/fakta serta landasan teori sampai ditemukannya 

faktor penyebab masalah dan solusinya.  

 

4) Bab IV Penutup. Bab IV, Sebagai bagian akhir dari penyusunan 

Taskap yang berisikan tentang simpulan dari keseluruhan hasil 

pembahasan dan analisa serta beberapa rekomendasi dan saran yang 

ditujukan kepada pemerintah, partai politik dan instansi terkait agar 

konsolidasi demokrasi semakin kuat. 

 

5. Metode dan Pendekatan.  

a. Metode. Penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, 

deskriptif-analitis yang menekankan pada pengumpulan data  sekunder 

(desk review, studi dokumen, kajian pustaka) dari data. 

 

b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini 

menggunakan perspektif ketahanan nasional, dengan analisis 

multidisiplin ilmu yang sesuai dengan kerangka teoritis, fakta, dengan 

memperhatikan kondisi gatra dan lingkungan strategis. 

 

6. Pengertian.  

Penjelasan beberapa pengertian diperlukan untuk kesamaan persepsi dan 

menghindari timbulnya salah pengertian dalam pembahasan Taskap ini.  

a. Pelembagaan (institusionalisasi). Kelembagaan atau pelembagaan 

adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat 

atau organisasi yang saling mengikat dan dapat menentukan bentuk 

hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam 

suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor 

pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun 

informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk 
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bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.8 Dalam kontesk 

konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik merupakan sebuah 

upaya melakukan proses institusionalisasi partai politik dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal 

 

b. Partai Politik. adalah kelompok terorganisir yang anggota anggotanya 

memiliki orientasi, tujuan, cita cita yang sama yaitu memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan 

programnya9 

 

c. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu pemerintahan 

dimana rakyatnya melalui wakil wakilnya turut serta terlibat dalam 

pengelolaan pemerintahan, dan juga bermakna bahwa ada persamaan 

hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga 

negara10. 

 

d. Konsolidasi adalah suatu perbuatan dan atau sebagainya yang 

memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan 

sebagainya).11 Dalam konteks demokrasi, konsolidasi bermakna 

penguatan dan peneguhan kehidupan berdemokrasi sehingga sistem, 

prinsip dan nilai demokrasi bisa tumbuh berkembang di masyarakat.  

 

                                                 
8 https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan#:~:text=Dari%20definisi%20para% 
20ahli%20tersebut,suatu%20organisasi%20atau%20jaringan%20dan. di unduh 21 Mei 2022. 
9 Miriam Budiharjo,2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia. Hal 403 
10 https://kbbi.web.id/demokrasi di unduh 30 Juli 2022 
11 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsolidasi di unduh 30 Juli 2022 

https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan#:~:text=Dari%20definisi%20para% 20ahli%20tersebut,suatu%20organisasi%20atau%20jaringan%20dan
https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan#:~:text=Dari%20definisi%20para% 20ahli%20tersebut,suatu%20organisasi%20atau%20jaringan%20dan
https://kbbi.web.id/demokrasi
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsolidasi
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

7. Umum. 

Sejak tahun 1945, Indonesia telah berkomitmen menjadikan demokrasi 

sebagai sistem politik dalam tata kelola pemerintahannya. Diskusi mengenai 

kemajuan demokrasi sering dilakukan dengan mencermati hasil survey yang 

mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari berbagai lembaga internasional 

yang mencatat dan melaporkan pencapaian demokrasi di Indonesia sampai tahun 

2020 seperti The Economic Intelligence Unit (EIU), Freedom House, International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 

Hasil survey Indeks Demokrasi menurut The Economic Intelligence Unit 

(2019) menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia sebagai the flawed 

democracy (demokrasi yang cacat, demokrasi yang tidak sempurna). Demokrasi 

yang cacat, atau tidak sempurna bermakna bahwa secara prosedural proses 

demokrasi dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi muncul beberapa 

masalah pelanggaran12. Seorang ahli Indonesia dari Australia seperti Marcus 

Mietzner, dan Edward Aspinal menyebut kondisi demokrasi di Indonesia dengan 

istilah pluralisme non democracy 13. 

Indeks Demokrasi Indonesia menurut Freedom House (2022), memasukkan 

Indonesia dalam kategori negara setengah demokrasi (partly democracy) 

sedangkan demokrasi tingkat dunia digambarkan sebagai demokrasi dalam 

kepungan (democracy under siege) sebagai akibat munculnya rezim otoritarian14.  

Adapun indeks demokrasi Indonesia sampai 2020 menurut IDEA (2021) 

mengalami penurunan pada 2020 bahkan pada kondisi terburuk sejak 2005. 

Penurunan tersebut terjadi pada indikator kesetaraan dan Hak Asasi Manusia 

                                                 
12 https://nasional.tempo.co/read/1299152/indeks-demokrasi-indonesia-cacat-kontras-jokowi-
tanggung-jawab di unduh 30 Agustus 2022 
13 Edward Aspinal dan Marcus Mietzner. Southeast Asia’s Troubling Election : Non Democratic 
Pluralisme in Indonesia. Journal Of Democracy Volume 30 Number 4 October 2019   
14 Laporan Freedom House. Freedom In The World 2022: The Global Expansionl of Authoritarian 
Rule.  

https://nasional.tempo.co/read/1299152/indeks-demokrasi-indonesia-cacat-kontras-jokowi-tanggung-jawab
https://nasional.tempo.co/read/1299152/indeks-demokrasi-indonesia-cacat-kontras-jokowi-tanggung-jawab
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(HAM), sistem administrasi yang tidak berpihak dan partisipasi masyarakat sipil 

dalam perumusan kebijakan publik15 

Berkaitan hal tersebut di atas, pada bab II ini dijelaskan tentang peraturan 

perundang undangan, kerangka teori, fakta dan data yang ada serta 

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis sebagai pisau analisis dalam 

membahas keempat persoalan pelembagaan partai politik yang telah ditetapkan 

agar dapat ditemukan jawaban dan solusi khususnya untuk mewujudkan 

pelembagaan partai politik.  

 

8. Peraturan Perundangan-undangan. 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 

Undang-Undang partai politik tidak secara spesifik mengatur soal 

pelembagaan partai politik. UU hanya mengatur hal hal yang perlu ada 

dan tercantum dalam partai politik, meliputi azas partai politik dan visi 

misinya sebagai identitas partai atau platform ideologi partai, keuangan 

partai dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai (pasal 2 

ayat 4 point a,b,i dan m). UU No 2 tahun 2011 sudah lebih maju 

daripada UU No 2 tahun 2008, terutama pada UU tersebut tidak 

mencantumkan aturan atau ketentuan masalah imekanisme 

ipenyelesaian perselisihan iinternal partai.  

Dengan adanya UU No 2 tahun 2011, yang mengatur perlunya 

Mahkamah Partai sebagai lembaga tertinggi dalam mekanisme 

penyelesaian konflik atau perselisihan internal partai politik, perlu diatur 

sistem kepartaian agar tidak terjebak pada kultur figur personal. 

Sebagai contoh, UU parpol tidak mengatur mengenai pembatasan 

jabatan ketua umum partai, atau pembentukan struktur internal partai, 

sehingga mampu mengatur kedaulatan tertinggi sebuah partai politik. 

Hal ini mungkin dianggap oleh pembuat UU (DPR) sebagai bagian dari 

                                                 
15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806184023-32-677504/idea-indeks-demokrasi-
indonesia-melemah-pada-2019-2020 di unduh 03 September 2022. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806184023-32-677504/idea-indeks-demokrasi-indonesia-melemah-pada-2019-2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806184023-32-677504/idea-indeks-demokrasi-indonesia-melemah-pada-2019-2020
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otoritas kewenangan internal partai yang tidak perlu campur tangan 

pihak luar.  

Aspek kemandirian pendanaan partai sebagai salah satu dari 

pelembagaan partai politik juga diatur dalam UU parpol, yang 

menjelaskan bahwa pendanaan parpol berasal dari tiga sumber, yaitu 

iuran anggota, sumbangan luar yang sah, dan bantuan keuangan dari 

APBD/APBN. Iuran anggota atau sumbangan perorangan ditentukan 

maksimal 1 Milliar, sedangkan sumbangan dari perusahaan maksimal 

7,5 Millar. 

 

b. UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan   

Walikota. 

UU ini mengatur penyelenggaraan pemilu kepala daerah yaitu 

Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam UU ini juga diatur ketentuan 

Pilkada Threshold yaitu 20% bagi partai politik yang akan mengajukan 

calonnya dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 40 disebutkan 

bahwa syarat partai politik atau gabungan partai politik dalam 

menggusulkan pasangan calon, menggunakan ketentuan perolehan 

suar paling sedikit 20% dari jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan 

suara sah dalam pemilu anggota DPRD.   

 

c. Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

Undang undang ini mengatur tentang kelembagaan 

penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu KPU dan jajaran struktural 

dibawahnya KPUD, PPK, PPS dan KPPS. Selain itu juga mengatur 

lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu dan struktur dibawahnya 

(Panwaslu, Panwas Kecamatan) serta lembaga DKPP (Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu). 

UU yang mengatur tentang peserta partai ipolitik atau igabungan 

partai politik dalam mengusung ipasangan calon ipresiden dan calon 

wakil presiden pada pemilu presiden (pasal 170), dan mengatur tentang 

peran partai politik sebagai peserta pemilu legislatif agar dapat 
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mencalonkan kader kadernya di lembaga parlemen sebagai anggota 

legislatif, baik di DPR maupun di DPRD (Pasal 172).  

 

d. UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. 

Dalam RPJPN 2005-2025, visi pembangunan politik adalah 

terwujudnya idemokrasi melalui ikonsolidasi demokrasi iyang bertahap 

pada berbagai iaspek kehidupan politik, sehingga demokrasi 

konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan ipedoman politik, 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk 

mewujudkan konsolidasi demokrasi ada lima prasyarat yang harus 

dipenuhi yaitu; pemerintahan berdasarkan hukum (rechstaat), birokrasi 

yang efisien dan netral, masyarakat sipil yang otonom, masyarakat 

politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang otonom.  

Arah pembangunan politik dalam visi pembangunan jangka 

panjang dilakukan melalui ipenyempurnaan struktur ipolitik, penataan 

iperan negara dan imasyarakat, ipengembangan budaya politik, 

iperbaikan iproses politik, peningkatan iperan hubungan iluar negeri, 

serta peningkatan peran komunikasi dan informasi. Salah satu dari 6 

(enam) agenda penyempurnaan struktur politik adalah pengembangan 

wacana ipublik mengenai iberbagai macam iaspek pelembagaan dan 

ikeberlanjutan proses irekonsiliasi nasional secara adil. Salah satu 

aspek pelembagaan adalah pelembagaan partai politik sebagai bagian 

dari upaya penguatan konsolidasi demokrasi. 

 

e. Pepres No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). 

Dalam Bab VIII RPJMN tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa isu 

konsolidasi demokrasi merupakan permasalahan utama dalam 

membangun stabilitas ipolitik hukum ipertahanan dan keamanan. Untuk 

memperkuat konsolidasi demokrasi, perlu diperhatikan masalah 

pelembagaan partai politik terutama mengenai kualitas representasi 

dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi (pencalonan) dalam 

partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dengan 
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konstituen. Selain biaya politik mahal menghambat proses konsolidasi 

demokrasi, juga menyebabkan maraknya praktek ikorupsi, rusaknya 

tata nilai idalam masyarakat idan tata ikelola pemerintahan.  

 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

Peraturan Pemerintah (PP) ini menjelaskan bahwa untuk 

imemperkuat sistem dan ikelembagaan Partai Politik maka pemerintah 

memberikan bantuan melalui peningkatan alokasi ikeuangan kepada 

iPartai iPolitik dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan bantuan 

ini diharapkan menjadi modal bagi partai politik untuk melaksanakan 

kegiatan partainya dalam mendukung dan meningkatkan kualitas 

demokrasi di indonesia, serta tidak ada lagi kader partai politik yang 

melakukan tindakan korupsi dengan alasan untuk mendukung 

keuangan partai.  

Terkait pelembagaan partai politik, peraturan ini menegaskan 

bahwa kemandirian partai politik tidak terkait dengan bantuan keuangan 

pemerintah karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Sistem 

pendanaan partai menjadi persoalan dalam pelembagan partai politik 

jika partai tidak dapat mandiri, otonom dalam pembiayaan partainya. 

Masih adanya ketergantungan dengan pihak luar dapat mempengaruhi 

kemandirian partai dalam pengambilan kebijakan partai.  

 

9. Landasan Teoritis. 

a. Teori Partai Politik . 

Menurut Miriam Budiharjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar 

Dasar Ilmu Politik” (2013), bahwa partai politik merupakan kumpulan 

beberapa orang yang imemiliki iorientasi, tujuan dan cita cita yang sama 

yaitu ingin memperoleh ikekuasaan politik (berkuasa) dan imerebut 

kedudukan ipolitik / jabatan politik. Cara-cara tersebut dilakukan secara 

konstituisional. Dengan berkuasa, sebuah partai politik dapat 
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memperjuangkan apa yang selama ini menjadi visi misi, cita dan tujuan 

partai.  

Secara umum menurut Miriam Budiharjo (2013) fungsi partai politik 

di negara demokrasi adalah sebagai berikut;  

 

1)     Parpol sebagai sarana komunikasi politik, yaitu parpol 

menyerap aspirasi, keinginan, harapan masyarakat di wilayahnya untuk 

kemudian diperjuangkan dalam sebuah proses politik, seperti di 

lembaga legislatif (parlemen) melalui perumusan UU yang sesuai 

dengan aspirasi konstituen. Perjuangan aspirasi masyarakat juga dapat 

dilakukan melalui eksekutif dengan mengeluarkan kebijakan atau 

program program yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

konstituennya. 

 

2)     Parpol sebagai sosialisasi politik. Parpol berfungsi untuk 

menyampaikan norma politik, budaya politik, dan sistem politik kepada 

masyarakat, termasuk didalamnya adalah sosialisasi asas, visi misi, 

cita cita partai politik sehingga masyarakat menjadi tertarik dan 

memilihnya. 

 

3)     Parpol sebagai sarana rekrutmen politik. Parpol menjalankan 

fungsi untuk memilih, menyeleksi, dan mengkader anggota masyarakat 

yang berpotensi untuk menduduki jabatan politik, sebagai pemimpin 

baik di internal partai maupun di eksternal partai (jabatan publik), 

seperti menjadi kepala daerah, presiden, menteri, anggota legislatif dan 

jabatan politik lainnya. 

 

4)     Parpol sebagai sarana pengatur konflik. Parpol dapat berperan 

mengurangi potensi terjadinya konflik di masyarakat dan dampaknya. 

Dengan adanya parpol, potensi konflik dalam masyarakat yang 

heterogen dapat dilokalisir, dicegah dari konflik fisik menjadi konflik ide 



15 
 

dan gagasan yang diperjuangkan menjadi aspirasi politik melalui 

mekanisme jalur konstitusional.16  

 

b. Teori Pelembagaan Partai Politik.  

Menurut Huntington seperti dikutip Lili Romli (2011) mendasarkan 

perlunya pelembagaan partai politik pada stabiltias politik atau tertib 

politik (political order), karena tujuan utama pembangunan politik adalah 

menciptakan stabilitas, dan ketertiban.  Stabilitas politik sangat 

tergantung pada pelembagaan kekuatan politik, termasuk partai politik 

dan mobilisasi semua kekuatan-kekuatan baru dalam politik. Jumlah 

partai sedikit atau banyak tidak penting, yang terpenting adalah 

kemampuan partai politik untuk menyerap dan memperjuangkan 

aspirasi masyarakat dan aspirasi semua kekuatan sosial politik yang 

ada.  

Teori pelembagaan menekankan agar keberadaan partai politik 

harus mampu memberikan nilai tambah dan membangun stabilitas. 

Melalui proses pelembagaan diharapkan partai politik mampu 

memberikan nilai tambah. Untuk mengetahui apakah sebuah parpol 

mampu memberikan nilai tambah, maka perlu dilakukan pengukuran 

untuk mengetahui sejauhmana kemampuan parpol melakukannya 

terhadap aspek berikut: (i) penyesuaian diri vs kekakuan, (ii) 

kompleksitas vs kesederhanaan (semakin kompleks tingkat organisasi, 

semakin tinggi pelembagaannya), (iii) otonomi, yaitu sejauhmana 

organisasi tidak tergantung pihak lain dalam menyelesaikan masalah 

atau menjadi subordinasi dari organiasi lain, (iv) persatuan dan 

perpecahan, yaitu semakin terpadu, utuh dan bersatu sebuah organisasi 

semakin tinggi tingkat pelembagaannya sehingga terhindar dari 

perpecahan. 

Menurut Huntington seperti dikutip Lili Romli (2011), semakin tinggi 

kemampuan parpol melakukan penyesuaian diri, semakin tinggi tingkat 

pelembagaannya. Ukuran kemampuan penyesuaian diri dilihat dari usia 

organisasi, yaitu semakin tua organisasi bertahan semakin tinggi tingkat 
                                                 
16 Miriam Budiharjo. 2013. Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia. Hal. 403-1413 
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pelembagaannya, yang juga menyatakan keberhasilan parpol 

melakukan dalam suksesi atau regenerasi, serta kemampuan 

beradaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan.17  

 

c. Teori Konsolidasi Demokrasi. 

Larry Diamond dalam bukunya Developing Democracy Toward 

Consolidation (2009) menyatakan bahwa dalam era konsolidasi 

demokrasi, demokrasi menjadi sebuah budaya politik untuk mendalami 

sistem dan nilai demokrasi. Upaya melakukan konsolidasi demokrasi 

dengan baik perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari 

tingkat elit sampai masyarakat dengan membangun demokrasi sebagai 

salah satu sistem terbaik diantara semua sistem yang ada, dan 

keberadaannya harus mampu dipertahankan.18  

 

d. Teori Konflik Partai Politik.  

Teori konflik politik menyatakan bahwa konflik terjadi karena 

adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dengan 

individu atau kelompok lailnnya. Menurut Maswadi Rauf (2000), ada tiga 

macam konflik politik, yaitu (1) konflik merebutkan jabatan politik atau 

kekuasaan politik, (2)  konflik politik karena perbedaan dan tidak setuju 

terhadap kebijakan politik, dan (3) konflik politik karena adanya 

perbedaan pandangan terhadap lembaga politik19. Menurut Nazarudin 

Syamsudin seperti dikutip Chudry Sitompul (1998) menyatakan 

terjadinya konflik politik karena iperbedaan ideologi ipara anggotanya, 

perbedaan dalam ipelaksanaan kebijakan, dan persaingan 

kepemimpinan dalam ipartai.20 

 

                                                 
17 Samuel Huntington, Political Order in Change Societies, dalam Lili Romli, Reformasi Partai 
Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Jurnal Politica, Vol. 2 November 2011 
18 Larry Diamond. 2009. Consolidating The Third Wave Democracies: Regional Challenge. 
Baltimore Maryland, John Hopkin Universty 
19 Maswadi Rauf, 2000. Konsensus dan Konflik Politik dalam Lili Romli, Koalisi Dan Konflik Internal 
Partai Politik Pada Era Reformasi. Jurnal Politica. Vol. 8 No 2 November 2017 
20 Nazarudin Syamsudin. 1988. Sistem Politik Indonesia. Jakarta, Karunika Universitas Terbuka 
dalam Partai Politik Chudry Sitompul, Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab 
Kompleksitas Sistem Multi Partai di Indonesia. Jurnal Legislasi Vol. 5 No 1 November 2008 
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e. Teori Oligarkhi. 

Konsep oligarki menurut Jeffry Winter (2011) berasal dari 

sekelompok orang atau elite (minoritas kecil) di partai politik yang 

memiliki kekayaan sumber daya material dibandingkan anggota dan 

pengurus partai lainnya. Adanya ketidaksetaraan kepemilikan materi 

berimplikasi terhadap ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik di 

lingkungan partai. Semakin besar ketidaksetaraan penguasaan material, 

akan menyebabkan ketidaksetaraan terhadap penguasaan partai politik. 

Padahal dalam demokrasi seharusnya kedudukan dan akses 

kekuasaan dalam partai sama dan setara di kalangan anggotanya. 

Jumlah minoritas kaya di partai inilah yang menguasai mayoritas, dalam 

hal mempengaruhi keputusan partai politik, arah kebijakan partai politik 

dan pengendalian kekuasaan di partai. Ada dua dimensi kekuatan yang 

dimiliki oligarki, yaitu (1) dimensi kekayaan material yang memiliki 

persaingan, dan (2) dimensi jangkauan kekuasaan yang dimiliki sangat 

besar, luas dan sistemik, meskipun termasuk kategori kelompok kecil 

(minoritas). Jadi teori ini berfokus pada hubungan antara material 

(money) dengan kekuasaan (power). Meskipun sekelompok kecil 

menguasai akses sumber daya material yang besar, kelompok minoritas 

tersebut memiliki kekuasaan yang besar dengan material yang 

dimilikinya, dan dengan materi tersebut dapat digunakan untuk 

mempengaruhi kekuasaan21.  

 

f. Teori Ideologi Politik.  

Menurut Firmanzah (2008), ideologi merupakan seperangkat ide, 

kepercayaan yang membentuk sistem nilai, norma serta peraturan yang 

diterima sebagai fakta dan cita cita kebenaran ideal, dan diperjuangkan 

oleh pendukungya untuk mewujudkan cita cita ideal tersebut. Ada tiga 

ciri ideologi, Pertama, terkait ideologi politik menyangkut kepemimpinan. 

Siapa yang akan dipilih jadi pemimpin, bagaimana mekanisme 

memilihnya, apa kriteria seseorang dapat dipilih jadi pemimpin? Kedua, 

ideologi memiliki argumentasi untuk mengcounter pemikiran atau 

                                                 
21 Jeffry Winter, 2011. Oligarch. NewYork, Cambridge University Press  
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ideologi yang berlawanan dengannya. Ketiga, ideologi isangat 

mempengaruhi banyak iaspek kehidupan manusia, mulai soal ekonomi, 

pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, ikesejahteraan, keadilan dan 

lainnya. Keempat, ideologi menjadi kekuatan untuk melakukan 

perlawanan terhadap kebijakan atau tatanan yang dianggap 

membahayakan, menghalangi dari terwujudnya tatanan masyarakat 

yang dicita-citakan. Kelima, adanya rasionalisasi terhadap kepentingan 

kelompok dalam mewujudkan sebuah cita cita tatanan ideal, sehingga 

kepentingan tersebut layak untuk diperjuangkan. Keenam, ideologi 

berisi hal hal yang bersifat etis, moral, dan normatif.   

Dengan enam (6) kriteria tersebut, ideologi dapat menjadi sistem 

sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan yang menjadi 

cita cita, harapan dan keinginan baik individu, kelompok, golongan atau 

partai politik yang kemudian menjadi landasan untuk bergerak 

memperjuangkannya22 

 

10. Data dan Fakta. 

Data dan fakta merupakan kejadian atau peristiwa yang terkait persoalan 

hukum (korupsi) kader parpol di legislatif maupun eksekutif, konflik partai politik 

serta perilaku kader parpol yang dapat menggambarkan kondisi pelembagaan 

partai politik di Indonesia sekarang ini.  

 

a. Konflik internal Partai Demokrat dan Kongres Luar Biasa (KLB) 

Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021.  

Kegiatan KLB diselenggarkan oleh beberapa kader internal Partai 

Demokrat yang tidak puas dengan kepemimpinan Agus Harimurti 

Yudhoyono (AHY), dengan melibatkan pihak luar, yaitu Jenderal 

Moeldoko yang sekaligus ketua KSP (Kantor Staf Presiden). Kubu 

pendukung KLB akhirnya gagal mengambil alih kemenangan hasil KLB 

gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus 

                                                 
22 Firmanzah, 2008. Mengelola Partai Politik dan Positioning Ideologi Politik Di Era Reformasi. 
Jakarta, Yayasan Obor. Hal 119 
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konflik internal partai Demokrat yang berujung kepada KLB tandingan di 

Medan membuktikan tidak berjalannya pelembagaan partai politik dalam 

mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai sehingga harus 

dibawa ke PTUN.  

 
b. Kader Partai Politik terlibat korupsi.  

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 

mencatat ada 397 ipejabat politik iyang terjerat ikasus korupsi isejak 

tahun 2004 ihingga Mei 2020. Kasus korupsi tersebut melibatkan kepala 

daerah dan anggota legislatif mencapai 36 persen dari total perkara 

yang ditangani KPK. Berdasarkan data sampai Mei 2020, korupsi yang 

ditangani KPK yang melibatkan pejabat politik berjumlah 36 persen atau 

397 perkara, anggota DPR/DPRD 257, dan wali kota/bupati 11923. Fakta 

ini menyatakan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh kader partai 

politik masih tinggi. Hal ini berkaitan dengan pelembagaan partai politik, 

kemandirian, pendanaan parpol, dan mahalnya biaya politik 

transaksional. Mahalnya biaya politik membuat kader berkreasi 

melakukan penggalangan dana parpol meski harus dengan cara 

korupsi. 

 

c. Fenomena Kader Kutu Loncat dan Kegagalan Kaderisasi Parpol.  

Fungsi parpol untuk melakukan rekrutmen politik masih belum 

diikuti oleh kaderisasi politik secara lebih baik. Meritokrasi sistem di 

parpol tidak berjalan, sehingga mendorong terjadinya kader kutu loncat 

alias pindah pindah dari satu parpol ke parpol yang lain. beberapa 

publik figur seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang semula kader 

PIB (Partai Indonesia Baru), loncat pindah ke Golkar, lalu ke Gerindra, 

dan terakhir di PDIP. Demikian juga dengan Khofifah Indar Parawansa 

(Gubernur Jatim) dari kader PKB pindah ke PPP, Ridwan Kamil dari 

PKS dan Gerindra waktu jadi Walikota Bandung, lalu pindah ke 

Nasdem, Dede Yusuf Efendi, anggota DPR RI dari PAN lalu loncat 

pindah ke Partai Demokrat, Hary Tanoe Sudibjo dari Partai Nasdem, 

                                                 
23 https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-
korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020
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pindah ke partai Hanura dan akhirnya mendirikan partai sendiri yaitu 

Partai Perindo24. Demikian juga dengan Jumhur Hidayat mantan ketua 

BNP2TKI era presiden SBY, dari Partai Bintang Reformasi (PBR), lalu 

pindah ke Partai Sarikat Indonesia (PSI), pindah ke Partai Demokrat 

dan sekarang ingin pindah ke PDIP Perjuangan.25 

Fenomena kader kutu loncat atau pindah parpol disatu sisi 

memperlihatkan adanya pilihan rasional, artinya ketika partai asal tidak 

memberikan kepastian dan harapan terhadap karir politiknya, maka 

secara rasional dia akan pindah ke partai lain mencari siapa parpol yang 

mau memberikan kesempatan dan peluang untuk karir politiknya. Disisi 

lain, fenomena kader kutu loncat memperlihatkan lemahnya 

pelembagaan partai politik dalam membangun sistem kepartaian dan 

tidak berjalannya meritokrasi sistem. 

Fenomena kader kutu loncat, menurut ICW berpotensi terjadinya 

korupsi terhadap kader yang bersangkutan ketika menduduki jabatan 

politik karena untuk pindah parpol dan meraih jabatan politik, kader 

harus “setor” kepada partai baru yang mengusungnya.  

 
d. Masih Rendahnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan 

Parpol. 

Berdasarkan laporan ICW bahwa dari 9 (sembilan) partai, hanya 

tiga partai yang dianggap transparan dan akuntabel, yaitu PKS, 

Gerindra dan Hanura. PKS dianggap sangat responsif ketika dimintai 

dokumen laporan keuangan parpol sebagai sebuah informasi publik 

berdasarkan UU KIP (Kebebasan Informasi Publik). Partai politik lainnya 

relatif sangat lambat hingga perlu dilakukan mediasi beberapa kali untuk 

dapat menyerahkan akuntablitas keuangan parpol.26 

 
11. Perkembangan Lingkungan Strategis. 

a. Global. 

                                                 
24 https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kader-partai-lompat-pagar/  
25 http://lipi.go.id/berita/single/Partai-Harus-Waspadai-Manuver-Kutu-Loncat/9913  
26 https://travel.kompas.com/read/2012/06/26/14010873/~Megapolitan~Profil%20Daerah  

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kader-partai-lompat-pagar/
http://lipi.go.id/berita/single/Partai-Harus-Waspadai-Manuver-Kutu-Loncat/9913
https://travel.kompas.com/read/2012/06/26/14010873/~Megapolitan~Profil%20Daerah
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1)     Bangkitnya populisme kanan di Eropa dan Populisme kiri di 

Amerika dan Amerika Latin. 

Populisme merupakan sebuah gerakan politik yang menekankan 

kepentingan, ciri budaya, dan perasaan yang bersifat spontan dari 

rakyat jelata. Populisme merupakan lawan dari elitisme yang memiliki 

hak hak istimewa. Untuk mendukung gerakan populisme, seringkali 

mereka menggunakan rakyat atau massa dalam aksi aksi pertemuan 

massa, referendum, atau forum forum besar lainnya tanpa 

memperhatikan adanya check and balance. Beberapa contoh pemimpin 

dunia yang dihasilkan dari proses demokrasi tapi memunculkan 

gerakan populisme politik kiri seperti kemenangan Hugo Chavez di 

Venezuela, Eva Morales di Bolivia, Marine Li Pen di Perancis, Orban di 

Hungaria, Obrador di Mexico, Berlusconi di Italia. Atau bangkitnya 

populisme kanan seperti di Belanda oleh partai Geert Wilders melalui 

PVV (Partij voor de Vrijheid atau Party For Freedom), yang meskipun 

mengusung isu isu populisme akan tetapi ternyata kalah dengan partai 

VVD (Volkspartij voor Vrijeheid en Democratie atau People’s Party  For 

Freedom and Democracies.). Geert Wilder dengan PVV menjual isu 

anti Islam dalam kampanye politiknya melawan VVD. Tapi itu tidak laku 

bagi masyarakat Belanda, yang justru memilih lawan politiknya yaitu 

VVD. Dalam konteks Belanda, Populisme menjadi anomali karena 

justru tidak laku di Belanda di saat negara Eropa lainnya sedang 

dilanda kebangkitan populisme.27  

 Puncak populisme juga ditandai dengan keluarnya Inggris dari Uni 

Eropa yang dikenal dengan Brexit (Britanian Exit) berdasarkan hasil 

referendum tahun 2016, dan pelaksanaannya secara resmi Inggris 

keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020 sebagai masa 

transisi dan akan berakhir 31 Desember 2020. Artinya sekarang ini 

Inggris sudah resmi cerai dari Uni Eropa, padahal sudah 47 tahun 

Inggris masuk dalam aliansi politik ekonomi negara negara Uni Eropa. 

                                                 
27 Khotibul Umam dkk, Anomali Fenomena Populisme di Belanda. Jurnal Wanua, Hubungan 
Internasional. Vol. 6 No 1 Juni 2021 
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 Gerakan kekuatan politik populisme baik kanan maupun kiri sama 

sama merugikan demokrasi, karena politik populisme biasanya 

cenderung memusuhi budaya, bahasa, etnis, agama, dan ras minoritas, 

disertai dengan sikap dan permusuhan terhadap imigran atau 

pendatang. Populisme melihat masyarakat homogen secara sosial 

politik dan ekonomi, sehingga masyarakat yang berbeda dari mayoritas 

secara budaya dasar akan dianggap sebagai lawan atau musuh 

rakyat28.  

 Keberadaan populisme dalam negara demokrasi dapat menjadi 

sebuah virus yang akan menggerus nilai demokrasi, karena populisme 

lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Bahaya dari 

kebangkitan populisme terhadap demokrasi adalah munculnya 

kebijakan diskriminatif terhadap warga negara karena faktor ras, etnis, 

agama, budaya, dan asal usul yang kemudian memunculkan gejolak 

dan instabilitas politik keamanan akibat isu rasialisme, seperti terjadi di 

Belanda, Perancis dan beberapa negara eropa lainnya. Populisme juga 

berdampak terhadap harmoni sosial dan kohesifitas sosial, karena 

populisme menafikan persatuan atas heterogenitas masyarakat, 

menimbulkan ekslusifitas dan mendorong disintegrasi bangsa. Dengan 

demikian, populisme menjadi ancaman terhadap konsolidasi demokrasi 

dan persatuan nasional.29 

 

2) Politik identitas.   

 Fenomena global lain yang menjadi ancaman terhadap proses 

konsolidasi demokrasi adalah munculnya kebangkitan politik identitas. 

Berita terakhir soal kebangkitan politik identitas dalam politik India, 

menyatakan bahwa partai yang berkuasa, yaitu Bharatiya Janata Partie 

(BJP) adalah sebuah partai yang dikuasai oleh militan Hindu garis 

keras dimana Perdana Menteri India Narenda Modi, pada tahun 2019 

meloloskan UU Citizen Amandemen Bill (CAB), yang dianggap sangat 

                                                 
28 Edah Jubedah, Karim Suryadi. Fenomena Populisme di Berbagai Negara Dalam Sebuah 
Perdebatan Demokrasi. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 5 No 3 tahun 2021 
29 Muhammad Irfan Hilmy, Fenomena Gerakan Populisme dan Kemunduran Demokrasi, Jurnal 
Civix Hukum. Volume 5 Nomor 2, November 2020. Hal. 145-156 
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anti terhadap penduduk muslim. Dengan UU ini, banyak warga India 

muslim kehilangan kewarganegaraannya. UU ini berpotensi mendorong 

imigran dari Bangladesh, Pakistan yang masuk ke India secara ilegal 

untuk mendapatkan kewarganegaraannya kecuali terhadap masyarakat 

yang muslim, walaupun warga muslim India juga harus dapat 

membuktikan bahwa dirinya adalah warga India asli. Kalau tidak, akan 

kehilangan status kewarganegaraan india30.  

Kebijakan UU CAB menimbulkan protes dan aksi demo diseluruh 

penjuru India yang berujung terjadinya bentrok dan kerusuhan antar 

warga Muslim dengan aparat, maupun dengan sesama warga India, 

dan menimbulkan korban meninggal dan luka luka akibat konflik 

sektarian. UU ini tidak hanya ditentang oleh warga India yang muslim, 

tapi juga yang Kristen karena UU ini berpotensi memecah belah negara 

India. Fenomena kebangkitan politik identitas, diprovokasi oleh perilaku 

politik Partai Baratiya Janata yang mengusung ideologi Hindutva atau 

Kehinduan, sebuah ideologi nasionalisme Hindu yang dirumuskan oleh 

ultranasionalis kanan Vinayak Damodar, yang memimpikan India akan 

menjadi negara Hindu Raya31 

Fenomena kebangkitan politik identitas yang beriringan dengan 

populisme menjadi bagian yang melemahkan dalam proses konsolidasi 

demokrasi. Pelembagaan partai politik dalam konteks pembangunan 

identitas atau ideologi parpol justru menghasilkan ideologi yang anti 

demokrasi seperti ideologi yang mendorong rasa etno nasionalisme, 

chauvinisme, dan ideologi populisme yang sekarang lagi menjadi trend 

global.  

 

3) Kecenderungan menguatnya rezim otoriter. 

Beberapa pemerintahan yang otoriter sekarang ini mulai dilirik dan 

digemari oleh publik, karena dianggap memiliki keberanian untuk 

melawan negara negara yang dianggap jusru demokratis. Perlawanan 

                                                 
30 Guntur Romli. Kerusuhan India Akibat Politik Identitas SARA. Sumber; 
https://indopolitika.com/kerusuhan-di-india-akibat-politik-identitas-sara/ 
31 https://www.republika.co.id/berita/r5xii7320/make-in-india-sisi-lain-upaya-diskriminasi-muslim-
secara-ekonomi  

https://www.republika.co.id/berita/r5xii7320/make-in-india-sisi-lain-upaya-diskriminasi-muslim-secara-ekonomi
https://www.republika.co.id/berita/r5xii7320/make-in-india-sisi-lain-upaya-diskriminasi-muslim-secara-ekonomi
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Vladimir Putin yang memilki keberanian menyerang Ukraina, meskipun 

ditentang keras oleh PBB dan negara negara NATO, atau keberanian 

negara Cina melawan hegemoni dan dominasi Amerika dalam perang 

Dagang, serta rezim otoriter Korea Utara melakukan uji coba 

peluncuran senjata nuklir di semenanjung Korea, justru mendapatkan 

pujian dan dukungan dari warga masyarakat di negara negara 

demokrasi termasuk Indonesia. Sekarang ini masyarakat Indonesia 

menggemari sosok Vladimir Putin dalam melawan hegemoni Amerika. 

Atau sikap keras Cina terhadap Amerika, meskipun Cina dianggap 

negara komunis dan tidak demokratis.  

 

Ketiga trend global tersebut di atas, menjadi ancaman terhadap 

pelemahan proses konsolidasi demokrasi. Indonesia sebagai negara 

yang baru tumbuh berkembang, akan ikutan terpengaruh dengan trend 

global yang mencoba merusak konsolidasi demokrasi. Bangkitnya 

populisme, isu politik identitas dan menguatnya kembali rezim otoriter, 

dapat di atasi melalui penguatan pelembagaan partai politik (parpol). 

Parpol tidak boleh ikut arus yang melemahkan konsolidasi demokrasi 

melalui isu populisme dan penggunaan politik identitas. Justru 

sebaliknya, parpol harus menghilangkan penggunaan keduanya dalam 

proses berdemokrasi.  

 

b. Regional. 

1)     Kejenuhan Dalam Demokrasi (fatique Democracy). 

Kecenderungan terjadinya kejenuhan dalam proses berdemokrasi 

untuk kawasan regional Asia Tenggara. Dulu masyarakat menganggap 

demokrasi adalah segalanya, sekarang ketika proses demokrasi yang 

terjadi tidak sesuai harapan. Orang kembali ingin ke zaman dulu yang 

tidak demokratis. Hal ini terlihat dengan kemenangan Bongbong, putra 

yunior dari mendiang Presiden Diktator Filipina Ferdinand Marcos. 

Kemenangan Bongbong merupakan sebuah kejutan bagi masyarakat 
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dunia. Mereka tentu tidak lupa dengan masa kediktatoran Ferdinand 

Marcos pada tahun 1980-an.  

Tapi sekarang ini dalam era demokrasi, justru masyarakat mulai 

mengalami titik jenuh. Mereka ingin kembali ke zaman otoriter. 

Bongbong Putra Ferdinand Marcos berpasangan dengan Zara Duterte, 

putra presiden Filipina sebelumnya Rodrigues Duterte, mendapatkan 

kemenangan dalam Pemilu Filipina pada Maret 2022. Kemenangan 

Bongbong sebagai akibat dari Bonus Demografi dimana penduduk usia 

produktif 19-24 tahun merupakan generasi milenial yang tidak 

merasakan langsung kekejaman era presiden Marcos. Disisi lain, 

masyarakat sudah jenuh dengan demokrasi yang ternyata tidak 

memberikan harapan terhadap kesejahteraan dan keadilan. Negara 

yang berhasil dengan sistem demokrasi, ternyata juga masih tinggi 

korupsinya, kebijakannya diskriminatif, ada pembatasaan kebebasan, 

dan lainnya.32  

Menurut The Economis Unit (2021)33, demokrasi rusak karena dua 

hal, yaitu kecewanya masyarakat terhadap implementasi praktek 

demokrasi dan terabaikannya kebebasan dan jaminan Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam negara demokrasi. Para pemimpin yang terpilih 

dalam sistem demokrasi tapi perilaku dan kebijakannya mencerminkan 

sikap tidak demokratis; melanggar hukum dan HAM, membatasi 

kebebasan, diskriminatif, tidak terwujudnya kesejahteraan dan keadilan 

yang menjadi tujuan dari demokrasi itu sendiri.  

 

2) Kerinduan terhadap rezim otoriter. 

Lingkungan strategi regional  yang berpengaruh terhadap proses 

pelembagaan partai politik dan konsolidasi demokrasi menguatnya 

pemerintah junta militer seperti terjadi di Myanmar, Thailand. Tokoh Pro 

Demokrasi Myanmar Aung San Su Kyi berhasil di kudeta oleh Jenderal 

Senior Min Aun Hlaing. Demikian juga dengan pemerintahan junta 

militer di Thailand yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri 

                                                 
32 https://kailipost.com/2022/05/kemenangan-marcos-kecil-kejenuhan-pada-demokrasi.html/3 
33 https://www.eiu.com/n/democracy-index-2021-less-than-half-the-world-lives-in-a-democracy/di 
unduh 10 Juli 2022. 

https://www.eiu.com/n/democracy-index-2021-less-than-half-the-world-lives-in-a-democracy/di
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terpilih Thaksin Sinawatra. Bahkan fenomena kudeta militer di Thailand 

seolah sudah sesuatu hal yang biasa terjadi sejak pertama kali Perdana 

Menteri Thailand yaitu Praya Manopakorn Nittida tahun 1933 sampai 

sekarang, yang menunjukkan semua suksesi di Thailand senantiasa 

dilakukan dengan cara Kudeta. 

Fenomena di Myanmar dan Thailand, yaitu pemimpin sipil hasil 

proses demokrasi berhasil dikudeta militer, menandakan masih belum 

berjalannya proses konsolidasi demokrasi di kedua negara tersebut. 

Budaya demokrasi masih belum mengakar kuat dalam masyarakat 

Thailand dan Myanmar, dan militer masih memiliki privilege atas sipil. 

Disisi lain terjadinya kudeta oleh junta militer membuktikan kegagalan 

elite sipil dalam mengkonsolidasikan budaya demokrasi dan justru 

mereka terjebak dalam konflik berkepanjangan34 

 

Kedua fenomena lingstra regional tersebut seharusnya bisa 

menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam proses 

konsolidasi demokrasi. Kesepakatan untuk memilih sistem demokrasi 

pasca Reformasi 1998 sampai sekarang, memang masih belum 

memperlihatkan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan 

kesabaran dan kesungguhan dalam menapaki konsolidasi demokrasi. 

Fenomena di Fipilina, Thailand dan Myanmar jika tidak disikapi dengan 

bijak, bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap kondisi 

perpolitikan nasional. Oleh sebab itu partai politik dan masyarakat 

harus bersungguh sungguh dalam mempraktekkan sistem dan nilai 

demokrasi sehingga proses konsolidasi demokrasi  bisa berlangsung 

dan berhasil baik. 

 

c. Nasional.  

1)     Ideologi.  

Permasalahan ideologi dalam pelembagaan parpol sekarang ini 

adalah parpol mengalami disorientasi ideologi, ketidakjelasan dalam 

membangun platform ideologinya. Meskipun semua parpol 

                                                 
34 https://tirto.id/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M  

https://tirto.id/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M
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menegaskan azas pancasila sebagai ciri partai, dan secara ideologi 

menegaskan sebagai partai berideologi nasionalis, sukarnois, religious, 

islam atau lainnya. Dalam prakteknya, partai politik tersebut mengalami 

disorientasi ideologi yaitu ketidakjelasan antara praktek yang dijalankan 

dengan platform ideologi yang dianutnya. Partai politik yang mengaku 

partai wong cilik, tapi dalam kebijakannya justru bertentangan dengan 

kepentingan wong cilik. Partai yang mengaku berideologi pancasila, 

ketika berkuasa justru menghasilkan kebijakan kebijakan yang tidak 

Pancasilais.  Fenomena kegagalan ideologi parpol dalam menerapkan 

ideologi partainya, menyebabkan masyarakat beralih kepada ideologi 

lain, seperti ideologi khilafahisme, sosialisme, fasisme dan lainnya.  

 

2)     Politik. 

Stabilitas politik akan berkontribusi dalam pembangunan nasional, 

terutama ditentukan oleh stabilitas partai politik dalam melaksanakan 

tugas dan perannya sesuai aturan yang ada. Partai politik yang berhasil 

melakuan tugas dan fungsinya dalam hal sarana sosialisasi politik, 

komunikasi politik, rekrutmen dan kaderisasi serta mekanisme 

penyelesaian konflik, akan membuat stabilitas politik terjamin. Oleh 

sebab itu pelembagaan partai politik secara tidak langsung dapat 

memperkuat sistem politik nasional dalam bingkai negara kesatuan 

berbentuk republik, dengan sistem pemerintahan presidensial dan 

kejelasan pembagian kekuasaan politik (trias politica) antara legislatif, 

eksekutif dan yudikatif.  

 

3)     Sosial Budaya. 

Pelembagaan partai politik dalam memperkuat konsolidasi 

demokrasi dapat mendorong kehidupan sosial masyarakat yang 

harmonis, dengan budaya demokrasi masyarakat terbiasa hidup dalam 

perbedaan, menghargai keragaman, gotong royong, rukun, guyub dan 

damai meskipun berbeda pilihan partai politik. Nilai sosial budaya 

dalam berdemokrasi yang tumbuh berkembang di masyarakat akan 

mampu meningkatan kohesifitas sosial, dan mendorong penguatan 
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semangat Bhinneka Tunggal Ika masyarakat Indonesia yang sangat 

majemuk.   

Sebaliknya kegagalan pelembagaan partai politik dalam 

membangun platform ideologi dan mekanisme penyelesaian 

perselisihan internal partai, akan mendorong fenomena munculnya 

politik identitas, yaitu penggunaan identitas yang dipolitisasi dalam 

meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Disisi lain kebangkitan 

politik identitas di masyarakat seperti tercermin dalam kasus Pilkada 

DKI Jakarta 2017, dan Pemilu 2019, dapat menimbulkan polarisasi dan 

pembelahan sosial di masyarakat, serta mengancam persatuan dan 

kesatuan nasional. 

 

4)     Keamanan.  

 Pelembagaan partai politik yang mengatur mekanisme 

penyelesaian konflik dapat mengurangi terjadinya konflik di jalanan dan 

mendukung keamanan yang kondusif. Partai politk dapat menjadi 

sarana penengah untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan 

melokalisir konflik menjadi aspirasi politik untuk kemudian 

diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional demokratis. 

Pelembagaan parpol juga dapat mencegah terjadinya konflik di 

masyarakat, baik antar pendukung parpol, maupun sesama anggota 

parpol. Dengan pelembagaan parpol kondusifitas keamanan semakin 

terjamin. 

 

Berdasarkan lingstra global, regional dan nasional yang dijelaskan 

diatas, maka berbagai dinamika tersebut memberikan peluang sekaligus 

kendala dalam proses pelembagaan partai politik guna meningkatkan 

konsolidasi demokrasi. Sebagai peluang, pelembagaan partai politik 

mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat yang masih 

memilih demokrasi sebagai sistem dalam politik nasional. Sebagai 

kendala, berbagai gejolak global  dan regional, jika tidak diantisipasi  

dapat menjadi ancaman dan hambatan terhadap proses pelembagaan 

partai politik dan menggangu agenda konsolidasi demokrasi.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12.  Umum. 

Analisis pembahasan yang menjawab rumusan masalah pelembagaan partai 

politik dalam memperkuat konsolidasi demokrasi dengan 4 (empat) pertanyaan 

kajian dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, kajian 

teori, fakta dan data serta perkembangan lingkungan strategis. Diharapkan dari 

pembahasan tersebut dapat dipetakan permasalahan yang ada, kondisi realitas 

yang ada sekarang serta gambaran idealitas yang diharapkan. Dengan demikian 

dapat dirumuskan strategi upaya untuk mengatasi persoalan pelembagaan partai 

politik di Indonesia. Melembaganya partai politik dapat memperkuat proses 

konsolidasi demokrasi melalui kesepakatan menjadikan demokrasi sebagai pilihan 

dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

13.  Analisa Membangun Sistem Partai Politik Yang Kuat. 

Sistem partai yang dimaksud adalah sistem tata kelola internal partai politik. 

Selama ini tata kelola partai politik masih belum mendukung terwujudnya 

pelembagaan partai politik yang modern dan demokratis. Menurut Lili Romli 

(2021), tidak adanya sistem kepartaian yang kuat di Indonesia disebabkan masih 

kuatnya kepemimpinan personal35. Kepemimpinan personal terjadi pada partai 

politik yang masih dikelola dengan budaya pendekatan feodalis, individualis dan 

tradisional. Hal tersebut membuat partai politik tidak dapat bersikap demokratis 

dalam tata kelola kepartaian. Keputusan partai masih sangat ditentukan oleh 

figuritas personal yang kuat. Beberapa partai politik yang lahir pasca reformasi, 

sangat melekat dengan figur figur yang dianggap kharismatik, baik dalam posisi 

sebagai Ketua Umum partai atau ketua Dewan Pembina Partai. Para figur 

tersebut memiliki posisi kuat yang sangat strategis dan berkuasa dalam jangka 

waktu yang panjang. Sosok figur inilah yang kemudian melahirkan kepemimpinan 

personal dalam partai, serta menjadi identitas atau trademark partai tersebut. 

                                                 
35 Lili Romli, 2021. Partai Politik: Dinamika dan Problematika Pelembagaan di Indonesia.Malang. 
Instranspublishing. Hal 14-15 
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Pada masa awal pembentukan partai, faktor figuritas personal memang 

sangat dibutuhkan untuk membangun soliditas partai. Sebagai solidarity maker, 

figur personal yang kharismatik diperlukan untuk mengokohkan partai secara 

internal, menumbuhkan kepercayaan publik, serta dukungan masyarakat. Secara 

jangka panjang, figuritas kharismatik dalam kepemimpinan personal dapat 

merusak dan menghambat partai untuk tumbuh berkembang secara lebih 

demokratis. Kepemimipinan personal akan membuat partai politik menjadi lebih 

privat, milik pribadi dan menjadi partai keluarga. Model pengelolaan partai politik 

dengan kepemimpinan personal, menjadikan partai politik seperti sebuah 

perusahaan. Partai politik tidak lagi menjadi institusi publik, tetapi sudah menjadi 

korporasi perusahaan yang dikelola secara privat. 

Dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan personal menjadi sosok 

panutan, figur teladan dan berpengaruh di masyarakat. Model kepemimpinan 

seperti ini dianggap sangat cocok dan dibutuhkan dalam mendukung 

perkembangan partai politik. Masyarakat mampu mengidentifikasi dirinya sebagai 

bagian dari sang tokoh partai, dan sang tokoh tersebut juga mampu 

mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan 

masyarakat, sehingga muncul hubungan simbiosis mutualis yang saling 

mendukung antara masyarakat dan tokoh partai tersebut. 

Kepemimpinan personal hanya cocok pada masyarakat tradisional yang 

masih terbatas literasi politiknya, karena preferensi politiknya bukan berdasarkan 

pilihan pilihan rasional, akan tetapi karena pola kedekatan personal, hubungan 

kekeluargaan, dan kesamaan primordial lainnya. Masyarakat memilih partai politik 

bukan karena tawaran visi misi dan program yang baik, tetapi faktor figur 

kharismatik, dan/atau sosok tokoh ketua umumnya. Ada tiga dampak yang muncul 

dari kepemimpinan personal dan relasi paternalistik dalam hubungannya dengan 

partai politik, yaitu; terhambatnya proses kaderisasi, tidak adanya transformasi 

partai politik dari budaya mobilisasi menjadi otonom, serta munculnya kekuatan 

oligarkhi dalam partai politik.  

Menurut Lili Romli (2021), beberapa faktor yang menyebabkan munculnya 

kepemimpinan personal dan belum terbangunnya sistem kepartaian dalam tata 

kelola partai politik secara lebih kuat adalah hal-hal berikut:  
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a. Sumber daya ekonomi partai yang masih sangat tergantung kepada 

beberapa figur tertentu. Beberapa partai baru yang dibentuk pasca 

reformasi rata rata berasal dari kalangan pengusaha  atau 

purnawirawan militer yang memiliki akses pendanaan dari tokoh 

pendirinya, seperti Partai Nasdem oleh Surya Paloh (pengusaha), Partai 

Hanura oleh Wiranto (purnawirawan militer), Partai Gerindra oleh 

Prabowo Subianto (pengusaha, purnawirawan militer), Partai Demokrat 

oleh Susilo Bambang Yudhoyono (purnawirawan militer), Partai Perindo 

oleh Hary Tanoesudibyo (pengusaha MNC Group). Tokoh pendiri 

tersebut menjadi figur penting dalam kepemimpinan personal, karena 

jasanya terhadap pendirian partai sekaligus pendonor yang membiayai 

hidup matinya partai. 

 
b. Pendekatan Top Down dalam pembentukan partai politik, yang didirikan 

dan dibentuk karena keinginan elite daripada kebutuhan masyarakat 

bawah (grassroot). Partai politik dibentuk dari atas ke bawah (Top 

Down) karena partai politik dijadikan kendaraan untuk berkuasa, 

merebut jabatan jabatan politik ditingkat atas. Jadi partai politik dibentuk 

sebagai kendaran politik figur tertentu untuk mengambil alih kekuasaan 

secara legal konstitusional. Oleh sebab itu kepemimpinan personal (top 

figur) menjadi icon dalam pendirian partai politik dan menjadi sosok 

pemimpin tunggal partai politik.  

 
c. Masih kuatnya budaya paternalistik di masyarakat. Dalam masyarakat 

tradisional, sosok figur berpengaruh yang dianggap berwibawa dan 

kharismatik, serta masih kuat pengaruhnya. Sosok figur kharismatik 

biasanya berasal dari keturunan atau darah biru. Seperti sosok alm KH. 

Abdurrahman Wahid atau biasa di panggil Gus Dur, merupakan cucu 

dari pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyaikh KH Hasyim 

Asyari. Alm Gus Dur adalah figur kharismatik di kalangan warga 

Nahdliyin, yang juga pendiri dan deklarator dan pernah menjadi ketua 

umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Demikian juga dengan sosok 

Megawati Sukarno Putri, ketua umum PDI Perjuangan (PDIP) adalah 

sosok kharismatik di kalangan massa kaum nasionalis karena Megawati 
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adalah putri presiden pertama Ir Soekarno. Dalam masyarakat 

tradisional, budaya paternalistik inilah yang melahirkan munculnya 

kepemimpinan personal di partai politik. 

   
d. Pola kepemimpinan partai politik yang masih bersifat sentralistik. UU 

partai politik yang ada sekarang masih menempatkan posisi DPP 

(Dewan Pimpinan Pusat) sebagai struktur tertinggi yang memiliki 

otoritas kuat dalam proses pengambilan keputusan. Hampir semua 

keputusan politik nasional, termasuk izin dan rekomendasi terhadap 

proses pencalegan, pencalonan dalam pilkada merupakan kewenangan 

pusat. Sosok kepemimpinan personal yang ada ditingkat pusat (DPP) 

menjadi figur sentral dalam pengambilan keputusan partai. Sehingga 

siapapun yang akan menjadi caleg atau calon kepala daerah, tidak akan 

dapat tanpa ada persetujuan dari ketua umum partai di tingkat pusat36.  

 

 Masih kuatnya kepemimpinan personal, akan membuat mekanisme 

demokratisasi di internal partai menjadi terhambat. Partai sebagai lembaga publik 

seharusnya dapat mendemokratisasi di internal partai, karena nantinya akan 

berdampak terhadap proses demokratisasi di eksternal partai. Partai politik 

sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi, diharapkan dapat membangun 

sistem kepartaian dan tata kelola yang demokratis, yang nantinya akan 

berdampak terhadap proses konsolidasi demokrasi.  

 Dalam UU No 2 tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan UU No 2 tahun 

2011 tentang partai politik memang disebutkan bahwa mekanisme pengambilan 

keputusan partai di semua tingkatan dilakukan secara demokratis. Akan tetapi 

masih kuatnya figur kepemimpinan personal dalam sebuah partai, kultur 

masyarakat yang masih kuat budaya feodalisme dan paternalistik, membuat 

proses demokrasi di internal partai menjadi demokrasi terpimpin, semuanya 

terpusat pada figur ketua umum partai, bukan demokrasi yang mendorong prinsip 

prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan dan partisipasi publik.  

                                                 
36 Lili Romli, 2021. Partai Politik: Dinamika dan Problematika Pelembagaan di Indonesia.Malang. 
Instranspublishing. Hal 16 
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 Pengukuran budaya demokrasi dalam sebuah partai politik, dapat dilihat dari 

aspek mekanisme pemlihan ketua umum dan mekanisme rekrutmen anggota 

Calon Legislatif (DPR dan DPRD) serta calon kepala daerah. Dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik, ada mekanisme 

tertinggi dalam pengambilan keputusan politik di internal partai. PAN, PDIP, PKB, 

Nasdem, Partai Demokrat memilki mekanisme Kongres untuk memilih ketua 

umum. Golkar dan Hanura menggunakan mekanisme Musyawarah Nasional 

(Munas) dan PKS melalu Musyawarah Majelis Syuro. Akan tetapi dalam bentuk 

praktek pemilihan ketua umum, meskipun sama sama menggunakan mekanisme 

Kongres, munas atau muktamar ,masing masing partai tidaklah sama. Ada yang 

melibatkan pengurus pusat dan daerah, ada juga yang melibatkan majelis syuro. 

PAN, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Demokrat, PDIP, Hanura, PBB, dan Gerindra 

dalam Kongres melibatkan pengurus pusat dan daerah, sedangkan yang 

menggunakan majelis syuro hanya PKS. Tujuan forum muktamar, kongres atau 

musyawarah tertinggi, ada yang langsung memilh dan menetapkan bakal calon 

ketua umum (PAN, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, Hanura dan PBB) 

 Partai Nasdem, Gerindra dan PDIP menempatkan posisi kongres berbeda 

dengan partai partai di atas. Kongres tidak berkewenangan untuk memilih dan 

menetapkan ketua umum, tapi hanya memilih calon calon ketua umum, untuk 

kemudian dipilih atau ditetapkan oleh Dewan Pembinan (Gerindra), atau 

ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai (Nasdem). PDIP menempatkan Kongres 

sebagai forum tertinggi untuk menetapkan ketua umum. Pencalon ketua umum 

merupakan hak prerogatif ketua umum yang menjabat (incumbent). Dalam ART 

pasal 15 PDIP tahun 2015 disebutkan bahwa ketua umum bertanggung jawab dan 

berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk mengajukan calon ketua umum 

dalam kongres. 
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Tabel 1 

Mekanisme Penentuan Pimpinan Partai Politik 

No Nama Partai Forum 
Tertinggi 

Dasar 
hukum 

Mekansime Keterlibatan 
struktur 
partai 

Faktor 
Penentu 

Keputusan 
Partai 

1 Partai 
Gerindra 

Kongres AD/ART ps 
18-19 

Memilih 
Dewan 
Pembina 
untuk 
menetapkan 
ketua umum  

Pusat Dan 
Daerah  

Dominasi 
Ketua 
Dewan 
Pembina 

2 Partai 
Amanah 
Nasional 
(PAN) 

Kongres AD/ARTpasal 
15 

Memilih dan 
menetapkan 
ketua umum 

Pusat dan 
daera (DPP, 
DPW, DPD) 

Kongres 
sebagai 
forum 
tertinggi 

3 Partai Golkar Munas Pasal 21 
AD/ART 

Memilih dan 
menetapkan 
ketua umum 

 Pusat dan 
Daerah 
(DPP, DPD, 
DPC) 

Munas 
sebagai 
forum 
pengambilan 
keputusan 
tertinggi 

4 Partai 
Nasdem 

Kongres Pasal 28 AD/ 
ART 

Mengusulkan 
calon ketua 
umum 
kepada 
Majelis 
Tinggi  

DPP, DPW, 
DPD, 

Kekuasaan 
majelis 
tinggi 
sebagai 
penentu 
ketua umum 

5 Partai 
Kebangkitan 
Bangsa (PKB) 

Muktamar Pasal 72 
AD/ART 

Memilih 
majelis syuro 
Memilih dan 
menetapkan 
ketua umum 

DPP, DPW, 
DPC 

Muktamar 
sebagai 
forum 
pengambilan 
keputusan 
tertingi 

6 Partai 
Persatuan dan 
Pembangunan 

Muktamar Pasal 57 
AD/ART 

Memilih dan 
imenetapkan 
ketua 
formatur dan 
anggota 
formatur 

DPP, DPW, 
DPD,DPC 

Muktamar 
sebagai 
forum 
pengambilan 
keputusan 
tertinggi 

7 Partai 
Demokrat 

Kongres Pasal 84 AD 
ART 

Memilih dan 
menetapkan 
ketua umum 

DPP, DPD, 
DPC 

Kongres 
dapat 
terlaksana 
atas 
permintaan 
majelis 
tinggi atau 
2/3 DPD dan 
½ DPC 

8 Partai 
Demokrasi 
Indonesia 
Perjuangan 
(PDIP) 

Kongres Pasal 70 AD 
dan pasal 15 
ART 

Memilih dan 
menetapkan 
ketua umum 

DPP, DPD, 
DPC 

Ketua 
Umum 
memiliki hak 
prerogatif 
sangat 
besar dalam 
mengajukan 
calon ketua 
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umum 

9  Partai 
Keadilan 
Sejahtera 
(PKS) 

Musyawarah 
Majelis 
Syuro 

Pasal 77 
ART  

Melantik 
Dewan 
Pengurus 
Pusat 

Majelis 
Syuro 

Otoritas 
tertinggi 
dtingan 
majelis 
syuro 

Sumber : Diolah dari AD/ART beberapa Partai Politik selama 2019-2021 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui mekanisme dan proses demokratisasi 

antara partai politik berbeda beda. PDI dan Gerindra, sebagai partai besar, 

budaya demokrasi masih tergantung pada figur sentral dewan pembina (Gerindra) 

dan Ketua Umum (PDIP). Sedangkan Partai Nasdem dan Demokrat, kekuasaan 

tertinggi bersifat kolektif yaitu ada ditangan Majelis Tinggi. Majelis Tinggi di 

Nasdem dengan Demokrat memiliki kekuasaan sangat besar yaitu dapat 

menentukan ketua umum (Nasdem) dan dapat mengusulkan penyelenggaraan 

Kongres dalam rangka memilih ketua umum (Demokrat),  Jadi meskipun ada 

forum musyawarah tertinggi, kedaulatan tertinggi partai tidak ditangang anggota 

tapi ada dikuasai elite melalu sosok ketua umum, ketua dewan pembina ataupun 

majelis tinggi.  

Demikian juga dengan budaya demokrasi di internal partai dalam penentuan 

calon legislatif, calon kepala daerah termasuk penetuan jabatan jabatan politik 

baik di legislatif maupun di eksekutif, kepemimpinan personal seperti sosok ketua 

umum (PDIP) atau Ketua Dewan Pembina (Gerindra), dan Majelis Tinggi (Nasdem 

dan Demokrat) memiliki peran besar dan sangat mempengaruhi siapa yang dapat 

dicalonkan dan tidak dapat dicalonkan untuk menjadi caleg, calon kepala daerah 

ataupun jabatan politik lainnya. 

Menurut Samuel Huntington seperti dikutip Lili Romli (2011), salah satu 

indikasi dari keberhasilan pelembagaan politik adalah kemampuan dirinya 

melakukan penyesuaian diri, termasuk didalamnya adalah keberhasilan 

melakukan sukses dan regenerasi37. Suksesi dan regenerasi akan terjadi jika ada 

budaya demokrasi di sebuah partai. Dengan membangun budaya dan sistem 

demokrasi yang kuat, maka partai itidak lagi itergantung pada sosok ifigur 

personal atau beberapa ifigur tertentu idalam majelsi tinggi, karena sudah 

bertransformasi dari personal menjadi kepada sistem.  

                                                 
37 Samuel Huntington, Political Order in Change Societies, dalam Lili Romli, Reformasi Partai 
Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Jurnal Politica, Vol. 2 November 2011 
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Upaya membangun sistem partai politik yang kuat memerlukan penghilangan 

model kepemimpinan personal menjadi kepemimpinan yang demokratis. Ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan yang 

demokratis berdasarkan hal-hal beritut:  

 

a. Perlu adanya pembatasan terhadap masa jabatan ketua umum atau 

ketua dewan pembina dalam sebuah partai politik agar tidak terlalu lama 

masa jabatan dipegang dan dikuasai oleh satu orang tertentu. 

Kedaulatan partai harus dikembalikan kepada anggota sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam forum pengambilan keputusan 

tinggi partai. 

 

b. Partai politik perlu menghilangkan demokrasi elitisme, antara lain ada 

pembatasan kewenangan kekuasaan seorang ketua umum atau ketua 

dewan pembina, ataupun majelis tertinggi sebuah partai. Monopoli 

kekuasaan dan diskresi kewenangan yang besar tanpa ada kontrol atau 

pengawasan, akan mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power). Dalam jangka panjang, hal ini  dapat melemahkan 

sistem tata kelola partai politik, sehingga partai politik menjadi tidak 

demokratis, dan menghambat proses konsolidasi demokrasi. 

 

c. Ketua Umum Partai atau Ketua Dewan Pembina Partai seharusnya 

tidak dicalonkan untuk menduduki jabatan jabatan politik, seperti 

Presiden, Menteri, Kepala Daerah  agar jabatan ketua partai tidak 

menjadi ajang perebutan, sebagai batu loncatan untuk menduduki 

jabatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ketua umum partai 

adalah murni seorang manajer partai bukan penguasa tunggal. 

 
Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut di atas, maka pemerintah perlu 

mengaturnya dalam sebuah UU. Regulasi terkait partai politik seharusnya mampu 

menciptakan dan mendorong demokratisasi di internal partai politik karena 

konsolidasi demokrasi tidak dapat terwujud dalam ekosistem partai politik yang 

tidak mengembangkan budaya dan nilai demokrasi. Konsolidasi Demokrasi dapat 

terwujud jika partai politiknya juga demokratis.  
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Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dan pembatasan untuk 

tidak menduduki jabatan publik selama menjadi ketua parpol bukanlah sebuah 

pelanggaran terhadap hak hak asasi sebagai warga negara serta tidak 

bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini karena pembatasan 

tersebut terkait dengan posisi sebagai ketua umum parpol, dimana untuk 

membangun pelembagaan parpol dalam konteks sistem kepartaian yang kuat, 

perlu diatur dan dibatasi hak hak ketua umum parpol, agar terhindar dari konflik 

kepentingan (conflict of interest) dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 

power), sehingga pelembagaan parpol bisa berlangsung secara lebih baik. 

  

14.  Analisa  Mekanisme Penyelesaian Konflik Partai Politik.  

Konflik partai politik yang menyebabkan perpecahan internal partai, 

menimbulkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam partai politik, sehingga 

munculnya partai sempalan (splinter party) berupa partai baru. Partai baru 

didirikan oleh anggota partai yang tidak puas dengan keputusan pimpinan partai. 

Beberapa partai sempalan yang muncul seperti Partai Gelora adalah pecahan dari 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Ummat yang didirikan oleh Amien Rais 

adalah pecahan dari Partai Amanah Nasional (PAN),  serta Partai Masyumi 

Reborn dan Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) pecahan dari Partai Bulan 

Bintang (PBB). Demikian juga dualisme kepemimpinan partai pernah terjadi di 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dua ketua umum Partai, yaitu kubu 

Djan Faridz dan Kubu Romahurmuzy.  

Menurut Maswadi Rauf (2000), umumnya konflik partai politik disebabkan 

karena perebutan jabatan politik, perbedaan karena ketidaksetujuan terhadap 

kebijakan politik, dan perbedaan dalam menyikapi kelembagaan politik38. Sebagai 

contoh, kasus konflik PKS disebabkan adanya faksionalisasi internal partai antara 

kubu Fahri Hamzah (faksi kesejahtearan)  dengan Kubu Shohibul Iman (Presiden 

Partai PKS dari faksi keadilan). Konflik tersebut dilatar belakangi dengan 

munculnya perbedaan pandangan soal sumber daya finansial kader partai, 

penentuan jadi partai terbuka dan tertutup, serta penyingkiran pendukung fahri 

hamzah dalam struktur DPP PK. Akibatnya terjadinya eksodus anggota dan kader 

                                                 
38 Maswadi Rauf, 2000. Konsensus dan Konflik Politik dalam Lili Romli, Koalisi Dan Konflik Internal 
Partai Politik Pada Era Reformasi. Jurnal Politica. Vol. 8 No 2 November 2017 
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pendukung Fahri Hamzah keluar dari PKS dan beralih masuk ke Partai Gelora 

yang didirikan oleh Fahri Hamzah dan Anies Matta. Perbedaan pandangan 

tersebut memiliki kecenderungan ideologis39 dan membuat PKS mengalami 

shutdown bahkan hampir tidak dapat mengikuti Pemilu 201940.  

Konflik internal pada Partai Demokrat yang mendorong terjadinya Kongres 

Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tahun 2020 menyebabkan terjadinya 

kudeta internal terhadap ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono yang 

melibatkan pihak luar, karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan AHY. Konflk 

partai politik disebabkan adanya kondisi Partai menjadi Partai Personal dan tidak 

adanya etika politisi yang serakah untuk mengambil alih kekuasaan partai. Partai 

Demokrat adalah cerminan dari munculnya partai personal, seperti halnya PDIP 

dengan sosok Megawati, Nasdem dengan figur Surya Paloh, dan Gerindra 

dengan Prabowo Subianto. Ketika para figur sentral tersebut tidak ada, atau 

sudah mulai melemah pengaruhnya, maka potensi konflik akan muncul dalam 

partai tersebut.41 

Dalam UU Partai Politik, mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa 

partai politik sudah mengalami banyak kemajuan. Pada UU Partai Politik yang 

pertama, mekanisme penyelesaian konflik partai politik dilakukan melalui 

mekanisme pengadilan negeri42, sedangkan pada revisi UU Partai politik 

berikutnya, yaitu UU No 2 tahun 2008, penyelesaian konflik partai politik diluar 

pengadilan (mediasi, rekonsiliasi, dan arbitrase), dan dijelaskan bahwa 

perselisihan partai politik iberkenaan dengan ikepengurusan, pelanggaran 

terhadap ihak anggota ipartai politik, ipemecatan tanpa ialasan, ipenyalahgunaan 

wewenang, ipertanggung jawaban ikeuangan partai idan keberatan iterhadap 

keputusan ipartai politik43. Dengan kata lain, dalam aturan yang kedua, 

mekanisme penyelesaian konflik politik semaksimal mungkin dilakukan melalui 

proses diluar pengadilan, apabila tidak tercapai kesepakatan, tetap ada opsi 

penyelesaian melalui jalur pengadilan.  

                                                 
39 Zaiyatul Akmar, Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2016: Jurnal Politica. Vol. 10 
No.1, April 2019 
40 Moh. Rozaq Asyhari. 2021. Transformasi PKS: Memenangkan Indonesia, Merebut Masa Depan. 
Jakarta, Titian Pena 
41 Aisah Putri Budiatri, Akar Masalah Kudeta Partai Demokrat. Peneliti LIPI dan LP3ES. Sumber; 
https://news.detik.com/kolom/d-5485167/akar-masalah-kudeta-partai-demokrat  
42 Pasal 16 UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik  
43 Pasal 32 ayat 1 UU No 2 tahun 2008 
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Pada revisi ketiga UU Partai Politik, yaitu UU No 2 tahun 2011, imekanisme 

penyelesaian sengketa atau iperselisihan ipartai politik tetap dilakukan melalui 

mekanisme diluar pengadilan atau mekanisme internal partai sebagai mekanisme 

penyelesaian awal sengketa partai politik. Dalam UU ini juga ditegaskan bahwa 

mekanisme penyelesaian iinternal partai ipolitik dilakukan ioleh Mahkamah iPartai. 

Dengan kata lain, Mahkamah Partai sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam 

sengketa internal partai melaui proses mediasi, rekonsiliasi maupun arbitrase. 

Oleh sebab itu, UU ini juga mewajibkan agar setiap partai politik membentuk 

Mahkamah Partai sebagai instrumen mekanisme penyelesaian konflik atau 

sengketa internal partai politik.  

Pemerintah melalui mekanisme Mahkamah Partai, ingin melakukan 

pelembagaan partai politik dalam penyelesaian perselisihan partai politik secara 

internal partai, seperti yang tertera dalam pasal 32 UU No 2 tahun 2011 yaitu:  

a. Perselisihan ipartai politik idiselesaikan oleh iinternal partai ipolitik 

sebagaimana diatur dalam AD dan ART. 

b. Penyelesaian iperselisihan internal ipartai politik isebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan ioleh Mahkamah Partai Politik iatau 

sebutan ilain yang dibentuk oleh partai politik. 

c. Susunan Mahkamah Partai ipolitik atau isebutan lain sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik 

kepada kementerian. 

d. Penyelesaian iperselisihan internal ipartai politik isebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) iharus diselesaikan ipaling lambat 60 hari. 

e. Putusan Mahkamah Partai atau isebutan lain ibersifat ifinal dan 

mengikat  secara iinternal idalam hal iperselisihan iyang berkenaan 

dengan kepengurusan.  

 

Meskipun regulasi sudah memerintahkan dengan jelas agar mekanisme 

penyelesaian iperselisihan partai ipolitik dilakukan secara internal imelalui 

mekanisme Mahkamah Partai, dan semua partai ipolitik juga sudah membentuk 

Mahkamah Partai sebagai pelaksanaan perintah UU No 2 tahun 2011, tetapi 

fenomena konflik di Partai Demokrat yang menyebabkan terjadinya kudeta internal 

partai yang melibatkan pihak luar, atau perselisihan internal PKS yang 
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menyebabkan terjadinya eksodus kader dan anggota PKS dengan mendirikan 

partai baru, yaitu Partai Gelora, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

Mahkamah Partai masih kurang maksimal dalam menyelesaikan sengketa atau 

perselisihan internal partai politik.  

Beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya peran Mahkamah Partai Politik 

dalam menyelesaikan sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut:  
 

a. Krediblitas dan integritas personal yang ada di dalam Mahkamah Partai 

masih diragukan, karena personal di Mahkamah Partai seharusnya 

dapat bersikap netral, non partisan, dan tidak berasal dari kubu atau 

faksi yang bertikai, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan dapat 

diterima semua pihak yang berselisih. 

 
 

b. Pembentukan Mahkamah Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), 

bukan dibentuk berdasarkan keputusan forum tertinggi partai seperti 

Kongres, Munas, atau Muktamar. Hal tersebut membuat Mahkamah 

Partai memiliki konflik kepentingan, karena keberadaan Mahkamah 

Partai adalah bagian dari DPP, sehingga ketika ada keputusan DPP 

yang disengketakan oleh anggota, akan terjadi konflik kepentingan. Jika 

Mahkamah Partai dibentuk berdasarkan hasil Kongres, atau Munas 

dengan legitimasi politik yang kuat, maka tidak perlu ada konflik 

kepentingan ketika harus mengadili keputusan DPP. 

 
 

c. Tidak adanya pihak yang dapat bersikap netral atau independen dalam 

keanggotaan Mahkamah Partai, karena semua anggota Mahkamah 

Partai berasal dari internal partai. Berkaitan dengan hal ini, para 

anggota Mahkamah Partai tidak dapat mengambil keputusan hukum, 

karena dirinya berada dalam kubu atau pihak yang bertikai. 

 

Upaya mengatasi terjadinya konflik kepentingan Mahkamah Partai dalam 

penyelesaian perselisihan partai politik, dapat dilakukan dengan mengubah dan 

memperbaharui mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik. Beberapa 

upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat fungsi dan peran 
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Mahkamah Partai sebagai bagian dari pelembagaan partai politik dalam 

penyelesaian konflik politik, diantaranya sebagai berikut: 

  
a. Pembentukan Mahkamah Partai dilakukan dalam forum pengambilan 

keputusan tertinggi partai, seperti Munas, Kongres, Muktamar dan 

lainnya. Keanggotaan Mahkamah Partai dapat dipilih oleh peserta forum 

yang melibatkan pengurus partai dari tingkat pusat sampai daerah, 

dilakukan dengan proses seleksi dan kriteria yang ketat, serta 

memperhatikan aspek kapasitas, krediblitas, integritas dan rekam jejak. 

Pemilihan anggota Mahkamah Partai dalam forum tertinggi, mampu 

mencegah terjadinya konflik kepentingan Mahkamah Partai dengan 

Pengurus Partai (DPP). Eksekutif DPP partai tidak boleh mencampuri 

keputusan Mahkamah Partai.  

 

b. Perlunya melibatkan pihak eksternal dari kalangan profesional yang 

memiliki integritas dan kredibilitas, karena faktor ketokohannya dan 

identitas dirinya. Hal ini penting dalam menjaga marwah dan 

kehormatan partai, walaupun proporsi orang luar tidak boleh lebih 

banyak dari orang dalam partai. Jumlah personal anggota Mahkamah 

Partai harus bersifat ganjil untuk mencegah terjadinya deadlock ketika 

dilakukan voting. 

 

c. Perlunya mengatur keputusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan 

harus ditaati semua pihak. Pengadilan Negeri tidak boleh menerima 

perkara terkait sengketa internal partai yang sudah diputuskan oleh 

Mahkamah Partai. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya 

eksternalisasi sengketa partai ke pihak luar partai, sehingga 

mengundang terjadinya intervensi pihak luar kedalam partai.  

 
Jika peluang penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan negeri masih 

ada, hal ini dapat membuat konflik partai politik semakin berkepanjangan, 

melelahkan dan dapat menghambat terjadinya demokratisasi di internal partai. 

Pihak yang kalah dan tidak dapat menerima keputusan akan melanjutkan 

gugatannya ke Pengadilan Negeri padahal penyelesaian sengketa partai politik 
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seharusnya dapat lebih menjaga marwah dan kehormatan partai politik. Semua 

anggota harus memahami bahwa Mahkamah Partai adalah forum penyelesaian 

sengketa partai tertinggi, sehingga tidak ada lagi keputusan hukum diluar putusan 

Mahkamah Partai44.  

  

15.  Analisa Membangun Platform Ideologi Partai Politik.  

Analisa pembangunan Platform ideologi partai adalah bagian dari proses 

pelembagaan partai politik. Menurut Firmanzah (2021), ideologi sebagai sebuah 

ide, kepercayaan yang mengandung sistem nilai, sistem sosial, sistem politk, 

sistem ekonomi, dalam mewujudkan cita cita tatanan ideal kehidupan masyarakat. 

Cita-cita ideologi tersebut diyakini sebagai kebenaran dan kemudian menjadi 

landasan atau basis nilai bagi partai politik untuk memperjuangkannya. Oleh 

sebab itu, ideologi perlu diturunkan dan dirumuskan secara lebih kongkrit melalui 

kerja cerdas partai politik dalam bentuk platform partai. Tujuannya adalah 

merumuskan kebijakan dan aktifitas program kerja. Bagi setiap kader partai, 

ideologi akan menjadi acuan dan pegangan dalam menjalankan aktifitas dan kerja 

partai di masyarakat45.   

Selain sebagai identitas partai dan basis nilai perjuangan, ideologi akan 

menentukan positioning politik setiap partai dalam merespon kebijakan 

pemerintah, misalnya posisi partai politik mendukung atau menolak kebijakan, 

dan/atau posisi partai politik masuk dalam kekuasaan atau berada di luar 

kekuaksaan (oposisi). Ideologi  menjadi basis nilai dalam menyelesaikan 

persoalan sosial kemasyarakatan. Bagi partai yang berideologi agama, akan 

menggunakan nilai ajaran agama sebagai solusi mengatasi masalah bangsa. 

Demikian juga bagi partai berideologi nasionalisme atau sosialisme, akan 

menggunakan pendekatan nilai nasionalisme atau sosialisme dalam mengatasi 

masalah sosial masyarakat46.  

Berdasarkan peta ideologi, partai politik di Indonesai dapat di kategorikan 

memiliki tiga karakter ideologi: pertama, ideologi keagamaan atau ke Islam-an; 

                                                 
44 Feri Amsari,dkk. 2021. Pembaruan Partai Politik Di Indonesia: Demokratisasi Internal Partai. 
Malang, Intrans Publishing. Hal. 168 
45 Firmanzah, 2008. Mengelola Partai Politik dan Positioning Ideologi Politik Di Era Reformasi. 
Jakarta, Yayasan Obor. Hal 119 
46 Lili Romli, Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian di Indonesia.  Politica. Vol. 2 No.2 
November 2011 
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kedua, ideologi kebangsaan atau nasionalisme; dan ketiga, ideologi gabungan 

antara keagamaan dan nasionalisme, dan selanjutnya disebutkan dengan istilah 

nasionalisme religius.  

Dalam AD/ART, partai politik di Indonesia memang menggunakan ideologi 

pancasila sebagai asas atau dasar partai kecuali PKS dan PPP. Ada beberapa 

istilah yang dipakai dalam AD ART seperti berdasarkan Pancasila, atau 

berasaskan Pancasila. Penggunaan Pancasila sebagai dasar atau asas partai 

memang secara eksplisit tercantum dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai 

Poltiik menyebutkan azas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan 

Pancasila dan UUD 1945. Adapun yang membedakan ideologi antara partai 

adalah penegasan tentang identitas atau jati diri partai. Sebagai contoh 

ditambahkan dengan identitas nasionalisme religious (Partai Demokrat), jati diri 

kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sedangkan penggunaan islam 

sebagai azas partai, dianggap tidak menyalahi UU No 2 tahun 2008 karena 

agama tidak dapat di pertentangkan dengan Pancasila. Oleh sebab itu 

penggunaan azas Islam dan bukan asas Pancasila bagi PKS dan PPP, masih 

tetap diperbolehkan dan tidak dilarang. Yang dilarang atau bertentangan dengan 

Pancasila adalah ideologi komunisme, atheisme, dan lainnya.   

 

Tabel 2 

Peta Ideologi Partai Politik di Indonesia 

No Nama Partai Azas Dasar Watak 
partai  

Jati Diri 

1 Partai Amanah 
Nasional (PAN) 

Akhlak politik 
berdasarkan 
agama 

Pancasila  Moralitas agama, 
kemanusiaan dan 
kemajemukan 

2 PDI Perjuangan Pancasila  Gotong 
royong, 
demokratis, 
merdeka, 
pantang 
menyerah 
dan 
revolusioner 

Kebangsaan, 
Kerakyatan, 
Keadilan Sosial. 
 

3 Partai Demokrat Pancasila Nasionalisme 
Religious 

 Humanisme, 
pluralisme dan 
inklusif 

4 Partai Gerindra  Pancasila dan 
UUD 1945 

 Demokratis, 
Merdeka, 
Pantang 
Menyerah, 

Kebangsaan, 
kerakyatan, 
religious dan 
keadilan sosial.  



44 
 

Teguh 
Pendirian 
dan 
Percaya 
pada 
kekuatan 
sendiri 

 

5 Partai Golkar  Pancasila   Mandiri, 
moderat, 
terbuka  

demokratis, solid, 
mengakar, 
responsif, majemuk, 
egaliter dan 
kerakyatan   

6 Partai 
Kebangkitan 
Bangsa (PKB 

Pancasila 
(dideskripsikan 
dengan lima sila 
secara lengkap) 

 Moderat 
toleran dan 
adil 

Nasionalis, Agamis, 
Humanis 

7 Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 

Islam   Nasional, 
mandiri dan 
terbuka 

Akhlak mulia, 
inovatif, patriotik, 
pelayanan  

8 Partai Nasdem Pancasila   Merdeka,  
berdaulat 
dan 
bermartabat  

Gerakan Perubahan 
Restorasi Indonesia 

9 Partai 
Persatuan 
Pembanguna 
(PPP) 

Islam    Ibadah, amar 
makruf nahi 
mungkar, 
kebenaran kejujuran 
keadilan, 
musyawarah, 
persamaan, 
persatuan 

  Sumber: Diolah dari AD/ART beberapa Partai Politik selama 2019-2021  

 

Berdasarkan pemetaan ideologi partai politik seperti yang tertera pada Tabel 

di atas dapat dijelaskan bahwa dari tiga kategori ideologi, ideologi nasionalis 

religious paling banyak digunakan beberapa partai seperti PAN, PKB, Demokrat, 

Gerindra. Partai Demokrat secara terbuka menyatakan sebagai partai 

berdasarkan Nasionalis Religius. Sedangkan PKB, PAN dan Gerindra 

menambahkan nilai-nilai religius sebagai bagian dari watak partai atau jati diri 

partai.  

Sementara PDIP, Golkar dan Nasdem secara tegas menggunakan azas 

Pancasila dan sama sekali tidak memasukkan nilai religius, baik sebagi watak 

maupun jati diri partai. Nilai watak dan jati diri sebagai basis ideologi partai 

memiliki perbedaan. Untuk PDIP watak jati diri partai identik dengan gagasan dan 

pemikiran Sukarno, seperti Gotong Royong, demokratis, merdeka, pantang 

menyerah, dan revolusioner. Demikian juga dengan jati diri PDIP yaitu 

kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial yang mengadopsi pemikiran pemikiran 
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Sukarno dalam ajaran Pancasila. Partai Golkar dan Nasdem menggunakan istilah 

yang lebih mirip dengan jargon pembangunan gaya orde baru, seperti kerakyatan, 

kemajemukan, kemandirian, demokratis, merdeka, berdaulat dan lainnya. Hanya 

ada dua partai yang secara tegas mengidentifikasi dirinya sebagai partai agama, 

yaitu PKS dan PPP yang secara tegas menyatakan berasas Islam (religius).  

Masih adanya hybiridasi ideologi (campuran ideologi) antara nasionalisme 

dengan religiusitas pada beberapa partai politik, menandakan bahwa isu agama 

(religious) masih menjadi perhatian partai politik. Partai politik berpikir 

bahwasanya Indonesia sebagai negara beragama, maka isu keagamaan masih 

dipandang dapat menarik suara pemilih.  

Disisi lain, hybridasi ideologi membuat jumlah partai politik di Indonesia 

sangat banyak (multipartai) dengan ideologi partai yang saling beririsan satu sama 

lain. Masyarakat seringkali sulit membedakan antara PPP dengan PKB, karena 

secara ideologis dan basis massa relatif muslim tradisionalis. Demikian juga 

antara Partai Demokrat dengan Gerindra yang tidak dapat dibedakan 

menggunakan platform ideologi nasionalis religius. Hal yang sama juga terjadi 

dengan PAN dan PKS yang memiliki basis muslim perkotaan dan kelompok 

modernis. 

Meskipun secara platform ideologi terjadi irisan hampir sama antara PDIP, 

Golkar dan Nasdem disatu sisi, dengan PPP dan PKS disisi lain, sedangkan 4 

partai  lainnya (PAN, Demokrat, Gerindra, PKB) secara ideologi memiliki banyak 

kesamaan. Dalam praktek politik di lapangan, faktor ideologi tidak menjadi 

pertimbangan utama dalam membangun koalisi dan kerjasama antar partai politik. 

Koalisi partai dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan politik praktis dan 

pragmatis kekuasaan.  

Dalam Pilkada dan Pilpres, ada ketentuan pilkada threshold sebesar 20% 

dari jumlah kursi DPRD sebagai syarat bagi parpol atau gabungan parpol yang 

akan mengajukan calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 10 

tahun 2016 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota ,serta ketentuan 

Presiden Threshold sebesar 20% dari total kursi DPR RI sebagai syarat bagi 

parpol atau gabungan parpol yang akan mengajukan calon presiden sebagaimana 

tercantum dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu . Hal ini membuat banyak 

partai politik harus melakukan koalisi dengan partai lain agar dapat maju 
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mencalonkan kadernya dalam pemilihan kepala daerah. Bangunan koalisi partai 

dalam Pilkada lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik praktis dan 

pragmatis, yaitu kekuasaan daripada faktor ideologi partai. Di beberapa daerah, 

PKS dapat berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem untuk  mencalonkan kepala 

daerah. Demikian juga PPP dapat berkoalisi dengan Golkar, PDIP dan Gerindra. 

Jadi kebijakan pilkada / presiden threshold dalam Pilkada, membuat koalisi partai 

bersifat cair dengan mengesampingkan batas batas ideologi47. Seperti dalam 

kasus Pilkada di Jawa Tengah, pada beberapa pemilihan kepala daerah terjadi 

Koalisi Besar Pragmatis (KBP). Sebutan koalisi besar, karena melibatkan banyak 

partai lintas ideologis untuk kepentingan pragmatis kekuasaan. Sebagai contoh, 

kasus pilkada Purbalingga 2016 dimenangkan koalisi PDIP, Gerindra, PKS, PAN, 

dan Nasdem;  pilkada Demak dimenangkan koalisi partai PDIP, Golkar dan PPP; 

dan pilkada Grobogan dimenangkan PDIP, PKB dan PAN. Jika ada koalisi kecil 

yang bersifat ideologis, khususnya hanya terjadi di wilayah yang mayoritas secara 

sosiologis politik relatif homogen, dengan pemenang partai tunggal mayoritas, 

seperti Magelang, Wonogiri, Klaten dan Pekalongan. Hal ini bermakna bahwa 

koalisi kecil pragmatis dengan kesamaan ideologis masih dapat dilakukan48. 

Fenomena koalisi besar pragmatis lintas ideologi politik terjadi hampir merata di 

semua idaerah di Indonesia baik dalam ipemilihan Gubernur, Bupati maupun 

Walikota, bahkan termasuk Pemilihan Presiden seperti yang terjadi dalam Pilpres 

2019 antara iKoalisi Indonesia iBersatu yang mengusung Jokowi Makruf Amin, 

melawan iKoalisi Indonesia Adil iMakmur mengusung Prabowo Sandiaga Uno, 

yang berisi lintas partai dan lintas ideologi49.  

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran ideologi untuk 

kepentingan politik praktis pragmatis, menjadikan tidak ada lagi partai ideologis di 

Indonesia. Ideologi hanya sekedar pencantuman kelengkapan adminsitratif dalam 

AD/ART Partai, dan bukan menjadi panduan partai dalam memperjuangkan 

                                                 
47 Imam Yudhi Prasetya. Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik. Jurnal Ilmu Politik 
Pemerintahan. Vol. 1 No. 1 tahun 2011 
48 Luthfi Makhasin, Orientasi Ideologi dan Pragmatisme: Model Pembentukan Koalisi Dalam 
Pilkada Serentak 2015. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 19 No. 3, Maret 2016 
49 M Nur Rofiq Adiansyah, Koalisi Partai Politik Islam pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan 
Pragmatis. POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol. 2 No 2 tahun 2019 
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sebuah nilai kebenaran dan tatanan ideal, tetapi lebih berorientasi kepada 

kepentingan kekuasaan, ingin masuk dalam gerbong koalisi dan lainnya50.  

Pergeseran platform ideologi partai politik dalam artikulasi politiknya 

membuat pelembagaan partai politik menjadi tidak kuat. Akibatnya muncul banyak 

partai dengan ideologi politik yang hampir sama irisannya. Beberapa faktor 

kendala terjadinya pembangunan platform ideologi partai di Indonesia, 

diantaranya sebagai berikut:  

 
a. Peraturan sistem Pilkada atau Presiden threshold 20% sejak 200951 , 

sehingga membuat partai politik tidak dapat mencalonkan kadernya 

sendiri tapi harus bergabung dengan calon partai lain. Partai tidak 

boleh tidak mencalonkan dalam Pilkada atau Pilpres, sehingga mau 

tidak mau dia harus ikut bergabung dengan partai lain agar tidak 

dianggap melanggar UU. 

 

b. Figuritas ketokohan. Partai politik yang tidak memiliki kader potensial 

untuk maju dalam Pilkada atau Pilpres terpaksa harus mendukung 

kader partai politik lain yang memiliki popularitas dan elektabilitas 

tinggi.  

 

c. Kepentingan politik praktis pragmatis menyebabkan partai politik tidak 

mau menjadi oposisi (diluar kekuasaan). Partai politik yang masuk 

dalam kekuasaan akan mendapatkan akses sumber daya ekonomi 

untuk membiaya partai politik. 

 

d. Kebebasan untuk mendirikan partai politik meskipun dengan garis 

ideologi yang hampir sama antara satu partai dengan partai lain 

menyebabkan jumlah partai sangat banyak (multipartai). Banyaknya 

partai politik dengan garis ideologi yang hybrid, campuran, membuat 

                                                 
50 Bambang Hermanto, Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia 
Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden 2019. Jurnal Transfomratif Vol. 5 No.1 Mei, 2019  
51 UU No 17 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 
1 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No 10 tahun 2008 Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menjadi Undang Undang  
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pelembagaan partai politik tidak efektif dan mengganggu proses 

konsolidasi demokrasi.  

 

e. Masih kuatnya kekuatan oligarkhi dalam partai politik sehingga partai 

yang memiliki kelebihan sumber daya dapat mengendalikan sebuah 

partai politik52, termasuk “membeli” partai lain untuk bergabung 

dengan partainya dalam sebuah koalisi besar meskipun lintas ideologi. 

 

Penguatan pembangunan platform ideologi partai dalam rangka 

pelembagaan partai politik memerlukan penguatan ideologi partai sebagai basis 

nilai perjuangan. Oleh sebab itu perlu dibangun kultur politik ideologis yang 

membedakan satu partai dengan partai lain agar masyarakat dapat memilih 

berdasarkan orientasi ideologi yang jelas. Beberapa hal yang dapat dilakukan 

untuk menguatkan platform ideologi partai politik adalah sebagai berikut:   

 

a. Perlu dilakukan revisi peraturan dan kebijakan terkait syarat pilkada 

threshold atau presiden thereshold dari 20 % untuk diturunkan menjadi 

0%agar partai kecil yang memilki ideologi berbeda dengan partai besar 

dapat tetap ikut pilkada atau pilpres tanpa harus melakukan koalisi 

lintas ideologi yang pragmatis, serta rakyat yang memiliki banyak 

pilihan alternatif icalon kepala idaerah atau calon presiden.  

 

b. Perlunya idilakukan penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia 

berdasarkan perbedaan garis ideologis, yang secara ideal jumlah partai 

di Indonesia adalah 4 partai,  yaitu 2 partai berideologi keagamaan dari 

basis akar yang sama (tradisonalis), misalnya (i) PKB-PPP bisa 

digabung menjadi satu; (ii) PAN – PKS dari basis yang modernis dan 

muslim perkotaan menjadi satu partai;  (iii) Golkar dan Nasdem yang 

tidak ada ideologi religiusnya  menjadi satu; (iv) Gerindra - Demokrat 

yang menggabungkan nasionalisme dan religius menjadi satu; dan (v) 

PDIP  serta partai kecil lain seperti PSI bergabung menjadi satu karena 

memiliki azas nasionalis sosialis.  

                                                 
52 Jeffry Winter, 2011. Oligarch. NewYork, Cambridge University Press 
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c. Perlunya dibangun sistem dan aturan main bahwa koalisi dapat 

dilakukan bagi partai politik yang memiliki kesamaan ideologi, bukan 

yang berbeda ideologi. Hal ini penting untuik mencegah terjadinya 

pragmatisme partai politik dan mendorong partai politik untuk tetap 

berkomitmen dengan garis perjuangan ideologi partainya. 

 

16.  Analisa Mewujudkan Otonomi dan Kemandirian Pendanaan Partai 

Politik.  

 Otonomi dan kemandirian pendanaan partai politik merupakan hal penting 

dalam pembangunan pelembagaan partai politik. Tidak ada satupun partai yang 

dapat tumbuh berkembang tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Partai 

politik membutuhkan uang untuk melakukan kegiatan-kegiatan politiknya. Menurut 

Miriam Budiarjo, partai politik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu melakukan sarana 

komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur 

konflik53. Pelaksanaan keempat fungsi tersebut membutuhkan dukungan dana 

yang sangat besar.  

Dukungan dana partai politik berdampak terhadap proses pelembagaan 

partai politik. Menurut Samuel Huntington seperti dikutip Lili Romli (2011), salah 

satu aspek penting dalam pelembagaan adalah otonomi, agar partai politik tidak 

tergantung kepada pihak lain dalam menyelesaikan masalahnya atau menjadi 

subordinasi dari lembaga lain.54. Semakin mandiri sebuah parpol dalam 

pendanaan, maka semakin otonom partai tersebut dalam melaksanakan keempat 

fungsinya sebagai partai politik, dan dapat memperkuat proses pelembagaan 

partai politik dan konsolidasi demokrasi.  

Keterbatasan dan kekurangan dana bagi partai politik dalam membiayai 

operasional kegiatannya, seringkali mendorong kader-kadernya baik di legislatif 

maupun eksekutif untuk mencari sumber pendanaan yang tidak legal, melalui 

permainan anggaran di legislatif, tender proyek-proyek pemerintah daerah, atau 

mengkapitalisasi izin proyek yang dimiliki kepala daerah. Hal ini terjadi karena 

mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh partai politik, para calon 

                                                 
53 Miriam Budiharjo. 2013. Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia. Hal. 403-1413 
54 Samuel Huntington, Political Order in Change Societies, dalam Lili Romli, Reformasi Partai 
Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Jurnal Politica, Vol. 2 November 2011 
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anggota legislatif dan calon kepala daerah. Para caleg dan calon kepala daerah 

harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan rekomendasi partai, membiayai 

kegiatan kampanye, pengadaan alat peraga, pembiayaan saksi, pembiayaan Tim 

Sukses, politik uang dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat dan lainnya. 

Kondisi inilah yang mendorong suburnya praktek korupsi di legislatif maupun 

eksekutif. Survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) selama 2015-2017 

menempatkan partai politik dan DPR sebagai lembaga paling korup55.  

Menurut UU, sumber ipendanaan partai politik berasal dari iuran anggota, 

sumbangan dan bantuan pemerintah56, tetapi sampai sekarang belum ada 

satupun iuran partai politik yang mencukupi untuk kebutuhan biaya operasional 

partai yang sangat besar. Sumber ipendanaan partai ipolitik yang terbesar berasal 

dari isumbangan, baik isumbangan perorangan maupun sumbangan perusahaan. 

Jumlah dana yang dilaporkan dari sumbangan jauh lebih kecil dari yang diterima 

oleh partai politik. Hal ini menunjukkan banyaknya sumber pendanaan ilegal yang 

diterima partai politik, seperti dari hasil korupsi kadernya yang di legislatif maupun 

eksekutif, ataupun dari sumbangan personal dan perusahaan yang melebihi 

ambang batas jumlah yang ditentukan undang undang. Bantuan pendanaan dari 

pemerintah melalui APBN atau APBD, masih sangat kecil jumlahnya, jauh dari 

cukup dan hanya 1,32% dari total kebutuhan operasional partai politik57. 

Bantuan pendanaan dari pemerintah sangat penting untuk menjaga 

kemandirian partai politik dari godaan pihak luar. Bantuan pendanaan dari 

pemerintah yang mencukup bagi pemenuhan kebutuhan operasional partai, akan 

menghindarkan partai politik dikuasai kelompok oligarkhi yang selama ini banyak 

mengendalikan partai politik termasuk mempengaruhi keputusan partai politik. 

Menurut Jeffry Winter (2011), oligarkhi merupakan kelompok minoritas dalam 

partai politik, tetapi memiliki ipengaruh yang besar dalam imenentukan dan 

mengatur kebijakan karena oligarkhi memiliki kelebihan sumber daya material 

finansial dalam membiayai partai politik58. 

                                                 
55 https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/15054321/jadi.yang.paling.korup.dpr.dan.partai. 
politik.seharusnya.malu?page=all di unduh 10/7/2022 
56 UU No 2 tahun 2008 dan UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik 
57 Didik Suprianto, Lia Wulandari. 2012 . Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan 
Besaran, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. Jakarta, Perludem.  
58 Jeffry Winter, 2011. Oligarch. NewYork, Cambridge University Press 

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/15054321/jadi.yang.paling.korup.dpr.dan.partai.%20politik.seharusnya.malu?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/15054321/jadi.yang.paling.korup.dpr.dan.partai.%20politik.seharusnya.malu?page=all
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Dengan memandirikan sumber pendanaan partai politik, maka partai politik 

dapat kembali menjadi lembaga publik, bukan lembaga privat yang dikuasai 

oligarkhi. Partai politik akan kembali melaksanakan fungsinya dan melayani 

kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemberi sumbangan. Oleh sebab itu 

pemerintah perlu menaikkan besaran sumbangan pemerintah terhadap partai 

politik. Jika pemerintah tidak menaikkan sumbangan untuk partai politik, maka 

seterusnya partai akan terjebak dalam dilema lingkaran setan yang tidak 

berkesudahan. Partai politik membutuhkan biaya besar dalam melaksanakan 

tugas tugasnya, seperti melakukan kegiatan kaderisasi, pendidikan politik, 

rekrutmen politik, kampanye, operasional kebutuhan sekretariat dan lainnya. Disisi 

lain sumbangan pemerintah sangat kecil dan hanya 1,32% dari total kebutuhan 

biaya operasional partai. Dengan membiarkan partai politik tetap dalam 

kekurangan dana, berarti pemerintah membiarkan partai melalui kadernya di 

legislatif maupun eksekutif untuk melakukan korupsi, membiarkan partai politik 

dikuasai oligarkhi. Partai politik jelas akan lebih mengutamakan siapa 

penyumbang besarnya, bukan lagi memikirkan kepentingan rakyat, atau menjadi 

penyambung lidah dan pemerjuang aspirasi rakyat.  

Sebagai perbandingan dengan beberapa negara luar seperti Turki misalnya, 

yang memberikan subsidi 90% dari total kebutuhan pendanaan parpol. Pada 

tahun 2011, tiga parpol di Turki menerima bantuan dari pemerintah sebesar US$ 

162 juta, sedangkan di Indonesia seluruh partai hanya menerima US$ 1,1 juta. 

Jumlah dana bantuan parpol di Turki adalah 0,0004 persen dari pendapatan 

negara, bagi parpol yang lolos 10% threshold. Untuk partai yang tidak lolos, tapi 

mendapat suara lebih dari 7% tetap mendapat bantuan dari negara dengan jumlah 

lebih sedikit dari partai yang lolos threshold. Model bantuan parpol di Turki cukup 

efektif untuk mengurangi angka korupsi kader parpol di legislatif dan eksekutif, 

meski tidak menghilangkan kasus korupsi sama sekali. Kelebihan model bantuan 

parpol di Turki bisa meminimalisir munculnya partai partai baru, karena partai baru 

tidak mungkin bisa bersaing dengan partai lama yang sudah lebih dulu mapan.59  

Skema lain model pendanaan parpol seperti yang terjadi di Australia dimana 

negara mensubsidi pendanaan parpol sebesar 30% dari kebutuhan parpol, untuk 

                                                 
59 Faisal, Baroro Barid dan Didik Mulyanto. Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan 

Ideal Untuk Mencegah Korupsi. Jurnal Integritas KPK, Voliume 4 No 1 Juni 2018 
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operasional partai dalam bentuk uang tunai. Sistemnya menggunakan model 

reimbourse dimana partai mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk kemudian 

bisa diganti oleh negara sesuai besaran biaya (atcost). Di negara Thailand, 

bantuan kepada parpol yang lolos parlemntery threshold maksimal sebesar 0,1% 

dari belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang tunai untuk membantu kegiatan 

operasional partai secara lumpsum (habis pakai). Negara Jepang memberikan 

bantuan kepada parpol yang mendapatkan minimal 5 kursi di parlemen sebesar 

250 yen per suara, dalam bentuk uang tunai untuk kegiatan parpol secara 

lumpsum60.  

Dari  beberapa perbandingan diatas, memperlihatkan bahwa negara 

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan bantuan 

pendanaan terhadap partai politik. Hal ini sejalan dengan beban berat dan 

besarnya tanggung jawab parpol dalam mendukung sistem demokrasi, dimana 

parpol dituntut untuk melakukan tugas dan kerja politik, melakukan kaderisasi 

politik, komunikasi politik, menghasilkan calon calon pemimpin politik dan anggota 

parlemen.  

Dalam konteks Indonesia. peraturan perundangan partai politik sudah 

memperlihatkan kemajuan terkait bantuan pendanaan bagi partai politik, sejak 

awal reformasi sampai sekarang. Ketentuan besaran jumlah sumbangan untuk 

perorangan atau perusahaan bagi partai politik terus meningkat, sedangkan untuk 

bantuan dari negara, juga disesuaikan dari jumlah suara menjadi jumlah kursi di 

DPR dan DPRD. Demikian juga dengan bantuan keuangan dari negara mulai dari 

Rp 1000,- persuara (PP No 51 tahun 2001), menjadi 21 juta rupiah per kursi DPR 

(PP No 29 tahun 2005) dan Permendagri No 36 tahun 2018 menyepakati bahwa 

jumlah bantuan untuk partai politik dihitung Rp 1000,- (seribu rupiah) per suara 

untuk kursi di DPR RI, sedangkan untuk DPRD Provinsi sebesar Rp 1.200,- 

(seribu dua ratus rupiah) per suara, dan untuk DPRD Kabupaten / kota sebesar 

Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) per suara.  

Upaya mendorong kemandirian partai politik melalui peningkatan besaran 

bantuan pendanaan dari pemerintah diharapkan partai politik dapat mengubah 

tata kelola keuangan partai menjadi akuntabel dan transparan. Keuangan parpol 

                                                 
60 Executif Summary Badan Fiskan Kemenkeu, Kajian Dukungan APBN untuk Pendanaan Partai Politik. 

Sumbr data; https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-

kajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf  

https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf
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yang berasal dari APBN atau APBD, harus diaudit dan dilaporan kepada 

pemerintah setiap tahunnya. Meningkatnnya jumlah besaran bantuan pendanaan 

parpol harus diimbangi dengan meningkatnya akuntablitas dan transparansi 

parpol dalam membuat laporan pertanggung jawaban.  

Beberapa faktor penyebab masih belum mandirinya pendanaan partai politik 

yang berdampak terhadap lemahnya pelembagaan partai politik adalah sebagai 

berikut:  

a. Terjadinya disorientasi ideologi partai politik membuat masyarakat 

merasa tidak punya keterikatan ideologi dengan partai politik, sehingga 

masyarakat merasa tidak mau memberikan sumbangan atau iuran 

terhadap partai politik. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran dari 

orientasi ideologi menjadi orientasi pragmatis kekuasaan. 

 

b. Terjadinya disorientasi kaderisasi partai politik menyebabkan massa 

kader partai yang ada bukan massa kader ideologis, tetapi kader massa 

mengambang (floating mass) yang sangat cair. Kader tersebut sebagai 

pemilih suara yang dapat pindah kemana mana (swing voter). Tidak 

adanya basis massa kader yang memiliki ikatan emosional dan 

ideologis dengan partai, akan membuat sumbangan untuk partai sangat 

kecil bahkan hampir tidak ada.  

 

c. Partai politik masih banyak dikuasai orang yang memiliki kekuatan 

oligarkhi dalam partai politik sebagai penyumbang terbesar partai politik. 

Hampir semua partai politik di Indonesia dikuasai  orang kaya, seperti 

Partai Perindo oleh Hary Tanoesodibyo (MNC Group), Nasdem dengan 

Surya Paloh (Media Group), Gerindra oleh Hasyim Djojohadikusumo 

(kakaknya Prabowo Subianto) dengan Arsari Group.  

 

d. Jumlah bantuan pemerintah untuk partai politik masih sangat kecil dan 

tidak mencukupi untuk membiayai operasional kegiatan partai, membuat 

partai politik harus mencari sumber pendanaan lainnya termasuk 

dengan menarik para pengusaha untuk masuk jadi pengurus partai 

politiknya.  
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Upaya meningkatkan kemandirian dan otonomi pendanaan partai politik, 

memerlukan langkah sungguh-sungguh dalam mencari sumber-sumber 

pendanaan partai politik secara lebih mandiri dan tidak mengikat bagi partai, 

sehingga partai tidak terjebak pada kekuatan oligarkhi dan hanya melayani 

kepentingan oligarkhi yang selalu pemberi sumbangan terbesar. Oleh sebab itu 

beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya :  

 

a. Pemerintah perlu meningkatkan besaran jumlah bantuan pendanaan 

untuk partai politik dari besaran jumlah yang sekarang, minimal sepuluh 

kali lipat dari yang ada. Jadi kalau sekarang jumlah bantuan parpol 

hanya diberikan Rp 1000 rupiah untuk satu suara, maka perlu 

ditingkatkan 10 kali lipat yaitu Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 

satu suara. Dengan demikian, paling tidak bantuan parpol dapat 

membantu 15% dari total kebutuhan biaya parpol. Tujuannya agar 

bantuan pemerintah tersebut dapat meringankan beban parpol dan 

parpol tidak tergoda mencari sumber pemasukan ilegal untuk 

membiayai operasional partainya. Kenaikan biaya ini memang belum 

mampu menanggung semua beban biaya operasional parpol, tapi 

dengan mengacu kepada beberapa negara luar, kenaikan bantuan 

pendanaan parpol ini sangat realistis mengingat besarnya beban tugas 

dan tanggung jawab parpol. Bantuan ini harus diikuti dengan pola 

akuntabilitas dan transparansi parpol terhadap penggunaan dana 

bantuan dari pemerintah tersebut. BPK sebagai lembaga negara yang 

bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan keuangan negara, 

harus bisa mengaudit dan mengawasi penggunaan dana bantuan 

keuangan untuk partai politik.  

 

b. Iuran anggota sebagai sesuatu yang wajib bagi parpol dengan 

mendorong parpol menjadi partai kader berbasis massa. Iuran anggota 

bagian dari upaya mendekatkan parpol kepada konstituen atau massa 

pemilih yang memiliki kedekatan ideologis. Jadi bukan parpol yang 

memberikan uang kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang 
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membiayai parpol melalui iuran anggota, agar parpol lebih serius 

memperjuangkan aspirasi rakyat dan bukan membela kepentingan 

oligarkhi. 

 

c. Pemerintah dapat menggunakan insentif bagi individu atau perusahaan 

yang penyumbang parpol dengan insentif pengurangan pajak. 

Seseorang atau perusahaan yang memberikan sumbangan ke parpol, 

harus melaporkan kepada pemerintah agar dapat dikonversi menjadi 

potongan pengurangan pajak.  

 

Fungsi dan peran partai politik sebagai elemen demokrasi harus diperkuat, 

yang sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Larry 

Diamond (2009), bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan budaya politik untuk 

mendalami sistem dan nilai demokrasi. Oleh sebab itu semua komponen 

masyarakat mulai dari elite hingga grassroot, harus mampu meyakini bahwa 

demokrasi adalah sistem terbaik, dan semua pihak harus mempertahankannya61.  

Partai merupakan elemen penting dalam menyangga dan memperkuat iklim 

demokrasi. Dengan partai yang tidak terlembagakan, maka juga berdampak tidak 

terkonsolidasinya proses demokrasi. Akibatnya konsolidasi demokrasi menjadi 

melemah, orang tidak percaya lagi kepada demokrasi dan partai politik, dan 

kondisi demikian menyebabkan potensi munculnya kekuatan otoritarianisme. 

Salah satu upaya meningkatkan konsolidasi demokrasi adalah melalui 

pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem dalam kepemimpinan 

partai politik, penguatan platform ideologi partai, mekanisme penyelesaian konflik 

dan mewujudkan kemandirian pendanaan partai politik. Tidak ada konsolidasi 

demokrasi tanpa ada pelembagaan partai politik melalui bantuan keuangan dari 

pemerintah. 

 

                                                 
61 Larry Diamond. 2009. Consolidating The Third Wave Democracies: Regional Challenge. 
Baltimore Maryland, John Hopkin Universty 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

17.  Simpulan.  

Pelembagaan partai politik menjadi hal penting yang harus dilakukan guna 

memperkuat konsolidasi demokrasi. Partai sebagai elemen penting dalam 

demokrasi, tidak boleh lemah dan dilemahkan, tetapi harus diperkuat peranannya. 

Karena ketika partai politik menjadi lemah, tidak dipercaya, mengalami 

pembusukan dari dalam dan luar, yaitu dianggap sebagai lembaga korup 

kemudian terjadi degradasi terhadap sistem demokrasi.  

Sebagai negara yang sedang dalam konsolidasi demokrasi setelah 32 tahun 

hidup dalam rezim otoriter, masih banyak persoalan yang dihadapi partai politik 

terkait pelembagaan partai politik, dimulai dari sistem kepartaian, platform 

ideologi, konflik politik dan kemandirian dalam pendanaan. Kegagalan dalam 

pelembagaan partai politik, akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya 

kepada demokrasi dan bahkan ingin kembali ke zaman otoriter. Masyarakat akan 

mengalami kecapean dalam berdemokrasi (fatique democracy) sehingga muncul 

gerakan anti demokrasi dengan mengusung isu populisme, mendukung rezim 

otoriter seperti yang terjadi di negara eropa sekarang.  

Berdasarkan hasil analisa dalam bab tiga terkait pelembagaan partai politik 

dalam memperkuat konsolidasi demokrasi, serta memperhatikan regulasi yang 

ada, kerangka teori, fakta dan data serta lingkungan strategis, maka kesimpulan 

dari empat pertanyaan dalam kajian taskap ini sebagai berikut:  

 

a. Sistem kepartaian di Indonesia masih didominasi oleh kepemimpinan 

personal dan kurang mendorong munculnya kepemimpinan demokratis. 

Hal ini terjadi karena budaya feodalis, pola hubungan paternalistik, 

serta tidak adanya budaya demokrasi dalam kehidupan partai politik. 

Partai politik harus mendemokratisasikan terleblih dulu dalam internal 

partainya, sebelum ia mendemokratisasi sisi eksternal (masyarakat). 

Demokrasi tidak dapat diharapkan kepada partai politik yang juga tidak 

demokratis dalam tata kelola dan sistem kepemimpinan dalam 

partainya. 
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b. Masih belum terlembaganya mekanisme penyelesaian konflik internal 

partai politik. Meskipun UU sudah mewajibkan perlunya ada mahkamah 

partai sebagai mekanisme penyelesaian internal, tapi masih belum 

maksimal pelaksanannya. Hal ini karena mahkamah partai dibentuk 

oleh DPP bukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi partai 

(Kongres, Muktamar, Munas) sehingga ada konflik internal partai antara 

mahkamah partai dengan pengurus DPP partai. Mekanisme 

penyelesaian konflik partai juga masih terkendala aturan yang 

membolehkan melalui proses pengadilan negeri jika tidak puas dengan 

keputusan mahkamah partai. Sehingga konflik partai menjadi bertele 

tele dan berlarut larut panjang. 

 

c. Platform ideologi partai yang tidak jelas, bahkan bercampur (hybrid), 

membuat partai politik mengalami disorientasi ideologis sehingga sulit 

dibedakan partai mana partai yang berideologi kebangsaan, 

keagamaan, demokrasi, kerakyatan dan lainnya. Faktor mencairnya 

ideologi partai politik karena era ideologi dianggap sudah berakhir 

seiring dengan munculnya era ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain 

itu aturan undang undang yang ada dengan adanya parlementary 

threshold atau presiden threshold membuat partai politik harus 

melakukan koalisi praktsi pragmatis, bukan koalisi ideologis dalam 

Pilkada dan Pilpres. Tujuannya agar dapat masuk dan terlibat dalam 

kekuasaan bersama dengan partai lain, meskipun ideologinya tidak 

sama. 

 

d. Sistem pendanaan partai masih belum mandiri dan otonom, karena 

masih dominanya olihgarkhi dalam partai, tidak maksimalnya iurang 

anggota serta kecilnya jumlah bantuan pendanaan partai dari 

pemerintah. Ketidakmandirian partai berimplikasi terhadap sikap dan 

keputusan partai yang lebih mementingkan kepentingan para 

penyumbang ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat. Peran partai 

politik melakukan sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik 
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dan mekanisme penyelesaian konflik, menjadi tidak berjalan maksimal. 

Disisi lain sistem politik Indonesia sangat mahal (high cost) seperti 

pemilu, pilkada, pileg dimana calon yang mendapatka rekomendasi 

parpol harus mengeluarkan mahar politik. Sedangkan caleg atau calon 

kepala daerah juga harus membiayai semua kegiatan pemilu dan 

pilkada mulai dari kampanye, pemilihan, hingga penetapan dengan 

biaya yang besar. sedangkan bantuan pendanaan parpol oleh 

pemerintah dirasa masih jauh kurang mencukupi untuk membiaya 

kegiatan operasional partai politik. Disinilah urgensi bantuan 

pendanaan pemerintah terhadap parpol perlu ditingkatkan agar parpol 

kembali kepada fungsinya untuk melakukan tugas tugas politiknya.  

 

18.  Rekomendasi. 

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka penulis taskap mengajukan 

beberapa rekomendasi dalam rangka penguatan pelembagaan partai politik untuk 

meningkatkan konsolidasi demokrasi, yaitu :  

 

a. Kemendagri dan DPR RI  perlu merevisi UU No 2 tahun 2011 tentang 

Partai Politik terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai 

politik maksimal dua periode, dan aturan yang melarang ketua umum 

partai politik dicalonkan dalam jabatan politik tanpa harus melanggar 

HAM dan hak hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi 

pasal 27-34 UUD NRI 1945.  Hal ini bertujuan agar proses suksesi 

regenerasi dalam partai dapat terjadi secara terus menerus, serta untuk 

mencegah politisasi jabatan ketua umum partai sebagai batu loncatan 

untuk meraih jabatan politik.  

 

b. Kemendagri, Kemenkum HAM, dan DPR perlu merevisi UU No 2 tahun 

2011 tentang Partai Politik terkait putusan Mahkamah Partai sebagai 

putusan final dan mengikat bagi semua pengurus dan anggota partai. 

Lembaga pengadilan harus menolak laporan perselisihan partai politik 

yang sudah diputus oleh Mahkamah Partai. Hal ini bertujuan untuk 
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menjaga wibawa dan kehormatan partai, sekaligus menjaga agar 

konflik partai tidak melebar kemana mana. 

 

c. Kemendagri dan DPR perlu melakukan revisi UU No 7 tahun 2017 

tentang Pemilu terkait presiden threshold 20% dan UU No 10 tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terkait Pilkada 

Threshold 20%, menjadi pilkada threshold 0% dan presiden threshold 

0% demi mencegah terjadinya koalisi pragmatis dalam Pilkada dan 

Pilpres serta mendorong terjadinya koalisi ideologis partai. Dengan 

penghapusan presiden threshold dan pilkada threshold, rakyat semakin 

lebih memiliki banyak pilihan serta dapat mencegah terjadinya 

pembelahan sosial dan polarisasi di masyarakat karena sedikitnya 

calon kepala daerah atau calon presiden yang dapat berkontestasi 

dalam Pilkada atau Pilpres. 

 

d. Kemendagri dan DPR perlu melakukan revisi UU No 7 tahun 2017 

tentang Pemilu terkait parlementary threshold dan UU No 2 tahun 2011 

tentang Partai Politik terkait pembentukan partai politik untuk 

penyederhanaan partai politik berdasarkan ideologi partai dan basis 

massa, menjadi hanya 4-5 partai. Seleksi dan penyederhanaan partai 

dapat dilakukan dengan menaikkan parlementary threshold, serta 

larangan pembentukan partai partai baru diluar ideologi partai partai 

yang sudah ada, termasuk pembentukan partai menjelang pemilu, oleh 

mantan pengurus atau eks aktifis partai yang tidak lolos parlementary 

threshold. 

 

e. Kemendagri, Kemenkeu dan DPR perlu merevisi PP No 1 tahun 2018 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan menaikan 

jumlah besaran bantuan keuangan parpol serta jumlah besaran 

sumbangan personal dan perusahaan untuk partai, serta menjadikan 

sumbangan partai sebagai insentif pengurangan pajak. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 
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kemandirian pendanaan partai politik, sekaligus mendorong agar partai 

politik lebih terbuka dan akuntabel dalam pelaporannya. 

 
f. DPR dan Kemendagri perlu merumuskan kebijakan terkait sistem politik 

berbiaya murah dalam penyelenggaran Pemilu Legislatif (Pileg) dan 

Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dengan melarang adanya praktek 

politik uang berupa pemberian sejumlah uang kepada parpol dalam 

proses pencalonan kepala daerah dan pencalonan anggota DPR/ 

DPRD.  

 
g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit dan 

pengawasan terhadap bantuan keuangan parpol dan 

mempublikasikannya kepada masyarakat sehingga publik mengetahui 

pertanggung jawaban penggunaan dana parpol.  

 

h. Pimpinan partai politik agar lebih transparan dan akuntabel dalam 

pengelolaan dana parpol, dalam rangka meningkatkan kepercayaan 

masyarakat (public trust) terhadap partai politik dengan melibatkan 

kantor akuntan publik, dan mempublikasikannya ke masyarakat secara 

berkala. 
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b. DANTON III/B/501/18/2/ KOSTRAD     TAHUN 1996 

c. KASI-1/INTEL B/501/18/2 KOSTRAD    TAHUN 1999 

d. DANKI-C 501/18/2 KOSTRAD     TAHUN 2001 

e. DANKI-A 501/18/2 KOSTRAD     TAHUN 2002 

f. PASI-2 OPS/501/18/2 KOSTRAD     TAHUN 2004 

g. PS. PASI 2 UDARA/ SIMA/DENMA/18    TAHUN 2005 

h. PS. OPS REM 141/TP DAM VII/WRB    TAHUN 2005 

i. PASI OPS REM 141/TP DAM VII/WRB    TAHUN 2006 

j. PABANDA OPS SOPS DAM VII/WRB    TAHUN 2006 

k. WADAN YONIF 700/RAIDER      TAHUN 2007 

l. PGS. PABANDYA REN OPS DAM VII/WRB    TAHUN 2010 

m. PABANDYA REN OPS DAM VII/WRB    TAHUN 2010 

n. PALAKHAR DAN YONIF 700/RAIDER    TAHUN 2010 

o. DANYONIF 700/RAIDER      TAHUN 2011 

p. DANDIM 1412 REM 143/HO      TAHUN 2012 

q. WAASOPS KASDIV 2 KOSTRAD     TAHUN 2013 

r. DANBRIGIF PARA RAIDER 18/2 KOSTRAD   TAHUN 2015  

s. ASOPS KASDAM V BRAWIJAYA     TAHUN 2016 

t. DANMENSIS SECAPAAD      TAHUN 2018 

u. DANREM 032 /KS KODAM I /BB     TAHUN 2020 

 

IX. KELUARGA   

STATUS    : MENIKAH 

NAMA ISTRI/SUAMI  : drg INA MARINA TIKUPASANG 

JUMLAH ANAK  : 3 (TIGA) ORANG 

ALAMAT TINGGAL  : JL. LEMBAH DIENG RAYA F1/2A MALANG  

JAWA TIMUR 

NAMA ANAK   : 1. NATHANAEL ARISTO RAJA SIKUMBANG 

       2. JOSIAH ARYASATYA PARAMA SIKUMBANG 

      3. ALVENA SANDRICA SIKUMBANG  

NAMA AYAH   : BAHARUDIN (ALM) 

NAMA IBU   : MARTINAH DENDANG (ALM) 

ALAMAT ORANGA TUA        : JALAN DIRGANTARA 52/54,  

  MAKASSAR SULAWESI SELATAN 
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X. PRESTASI 

AKMIL 1995  LULUSAN PERINGKAT 6 TERBAIK  

SUSARCAB INFANTERI 1996  LULUSAN PERINGKAT 2 TERBAIK 

FREE FALL PUSDIKPASUS 1997  LULUSAN PERINGKAT 2 TERBAIK 

SARPA INTEL SATINDUK BAIS TNI 1998 LULUSAN PERINGKAT 2 TERBAIK 

SELAPA INFANTERI 2005   LULUSAN PERINGKAT 4 TERBAIK 

INFANTERY CAPTAINS CAREER   

COURSE USA 2006     LULUSAN PERINGKAT 1 TERBAIK 

SESKO TNI 2018    LULUSAN PERINGKAT 1 TERBAIK 

 

ALAMAT EMAIL    : febrielbuyung95@gmail.com  

 

 

  Jakarta, 6 Oktober 2022 

Yang menyatakan 

 

 

 

FEBRIEL BUYUNG SIKUMBANG, S.H.,M.M. 

Kolonel Inf NRP 11950047570274 
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